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Skripsi ini berjudul “Sejarah dan Peran Organisasi Pergerakan Mahasiswa 
Islam Indonesia Cabang Indonesia Dalam Politik Nasional Pada Tahun 1990-
1998”. Peneliti memberikan batasan permasalahan pada tiga hal, yaitu: (1) 
Bagaimana sejarah berdirinya Pergerakan Mahasisawa Islam Indonesia (PMII) 
cabang Surabaya ? (2) bagaimana kondisi masyarakat Indonesia pada masa Orde 
Baru ? (3) bagaimana peran PMII Surabaya dalam menghadapi dinamika politik 
nasional pada tahun 1990-1998 ?. 
Penulisan skripsi ini disusun dengan metode penelitian sejarah, yaitu : 
Heuristik (pengumpulan sumber), Verifikasi (kritik sumber), Interpretasi 
(penafsiran sumber), dan Historiografi (penulisan sejarah). Pendekatan yang 
digunakan adalah pendekatan historis (mendeskripsikan peristiwa yang terjadi di 
masa lampau). Sedangkan teori yang digunakan untuk menganalisis adalah teori 
kepemimpinan visioner (kepemimpinan seseorang melalui penciptaan visi, 
perumusan visi, transformasi visi, dan implementasi visi). 
Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa: (1). PMII 
Cabang Surabaya dipromotori oleh beberapa orang dari kampus di Surabaya yaitu 
UNAIR, ITS, IAIN Sunan Ampel Surabaya yang mana organisasi ini bertujuan 
membentuk pribadi muslim Indonesia yang bertaqwa kepada Allah SWT, berbudi 
luhur, berilmu, cakap dan bertanggung jawab dalam mengamalkan ilmunya serta 
komitmen memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia. (2). Banyak 
peritiwa yang terjadi dalam pemerintahan saat itu dari kondisi politik antara lain 
adanya pelengseran Soekarno dengan Super Semarnya,  fusi partai dan 
diterapkanya pancasila sebagai asas tunggal bagi semua organisasi, dalam sektor 
ekonomi pemerintahan ini menjalan progam Repelita yang berjalan sampai lima 
kali, sedangkan untuk bidang sosial adanya kerusuhan antara etnis keturunan Cina 
dan orang Indonesia, pelaksanaanya P4, sampai terbentuknya ICMI. (3). Dengan 
banyaknya kekaucan dan isu-isu nasional yang sudah banyak tersebar, PMII 
cabanf Surabaya di kota dan kepusat ibu kota negara. Di kota sendiri PMII 
Cabang Surabaya membuat organisasi masa seperti Forum Komunikasi Mahasiwa 
Surabaya (FKMS), Arek-arek Pro Reformasi (APR), Arek Suroboyo Pro 
Reformasi (ASPR). Sedangkan dalam pergerakan Nasional PMII Cabang 















































This thesis is entitled "History and Role of the Indonesian Branch of the 
Indonesian Islamic Student Movement Organization in National Politics in 1990-
1998". The researcher limits the problem to three things, namely: (1) What is the 
history of the establishment of the Indonesian Islamic Student Movement (PMII) 
Surabaya branch? (2) what was the condition of Indonesian society during the 
New Order? (3) what is the role of PMII Surabaya in facing the dynamics of 
national politics in 1990-1998? 
This thesis was written using historical research methods, namely: 
Heuristics (collecting resources), Verification (criticism of sources), Interpretation 
(interpreting sources), and Historiography (writing history). The approach used is 
a historical approach (describing events that occurred in the past). Whereas the 
theory used to analyze is the theory of visionary leadership (one's leadership 
through the creation of vision, formulation of vision, vision transformation, and 
implementation of vision). 
From the results of research conducted, it can be concluded that: (1). PMII 
Surabaya Branch was promoted by several people from the campus in Surabaya, 
namely UNAIR, ITS, IAIN Sunan Ampel Surabaya, where the organization aims 
to form an Indonesian Muslim person who is devoted to Allah SWT, virtuous, 
knowledgeable, competent, capable and responsible in practicing his knowledge 
and commitment to fight for the ideals of Indonesian independence. (2). Many 
events that occurred in the government at that time from political conditions 
include the ousting of Sukarno with Super Semarnya, party fusion and the 
application of Pancasila as the sole principle for all organizations, in the economic 
sector the government runs the Repelita program which runs up to five times, 
while for the social sector there were riots between ethnic Chinese and 
Indonesians, the implementation of P4, until the formation of ICMI. (3). With so 
many concerns and national issues that have been widely spread, PMII cabanf 
Surabaya in the city and the national capital center. In the city itself the Surabaya 
Branch PMII created mass organizations such as the Surabaya Student 
Communication Forum (FKMS), Pro-Reform Arek-Arek (ARR), Arek Suroboyo 
Pro-Reform (ASPR). Whereas in the National Movement, the Surabaya branch of 
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A. Latar Belakang . 
Diproklamasikan di Balai Pemuda Surabaya pada tanggal 21 
syawal 1379 H yang juga bertepatan dengan tanggal 17 April 1960   
dengan ketua umum Mahbub Junaidi PMII menyepakati itu sebagai hari 
lahirnya organisasi ini.
1
 PMII adalah salah satu dari sekian banyaknya 
organisasi mahasiswa yang selalu terus mengawal perjalanan sejarah dari 
bangsa Indonesia, baik dari masa Orde Lama yang di pimpin oleh 
presiden Soekarno hingga Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden 
Soeharto. Organisasi PMII sudah tersebar cabangnya ke seluruh 
Indonesia. Termasuk kota Surabaya yang merupakan salah satu dari cikal 
bakal cabang PMII pertama . 
Adapun kelahiran PMII itu murni inisiatif atas mahasiswa-
mahasiswa yang berlatar belakang Nahdlatul Ulama atau kaum santri 
yang ternyata dikemudian hari masih saja menimbulkan masalah, 
setidak-tidaknya bagi organisasi mahasiswa yang sudah ada, seperti yang 
terjadi di dalam tubuh organisasi HMI, dikarenakan yang akan terjadi 
yaitu mahasiswa yang berlatar belakang NU akan keluar dari organisasi 
ini, kemudian mereka bergabung untuk menjadi anggota PMII. 
Kegoyahan ini sampai terlihat oleh  pengurus pusat HMI, dikarenakan 
                                                          
1
 Fauzan Alfas, PMII. dalam Simpul-Simpul Sejarah Perjuangan (Jakarta: .PB PMII, 2015), 12. 
 


































ketua umum Pengurus Pusat PMII Mahbub Junaidi, Fahrurrazi, dan 
Darto Wahab di keluarkan dari keanggotan Himpunan Mahasiswa Islam 
(HMI). Masalahnya HMI sudah menganggap bahwa dirinya adalah satu-
satunya organisasi Islam di Indonesia. Walaupun menurut Tolchah 
Mansoer “Mengapa PMII itu lahir ?” karena organisasi HMI ini 
mengeklaim bahwa dirinya sebagai satu-satunya organisasi mahasiswa 
Islam yang sudah tidak lagi mampu berdiri diatas semua golongan.
2
  
Awal terbentuknya organisasi PMII bermula dari adanya keinginan 
kuat para mahasiswa Nahdlatul Ulama (NU) untuk membentuk suatu 
organisasi mahasiswa yang berideologi Ahlussunah Wal Jama‟ah 
(ASWAJA). Pada bulan Desember 1955 para mahasiswa ini mendirikan 
IMANU (Ikatan Mahasiswa Nahdlatul Ulama). Semenjak lahirnya 
organisasi IMANU ini mendapatkan penolakan keras dari organisasi 
IPNU (Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama) yang tahun lalu baru saja berdiri 
tepatnya pada 24 Februari 1955, masih terlalu cepat untuk membuat 
organisasi yang berlatar belakang NU lagi menurut anggota IPNU, dan 
pengurus pusat cemas jika IMANU malah membuat terpecah dengan 
IPNU yang bisa dikatakan sebagai organisasi berbasis pelajar di kalangan 
NU. 
Rasa percaya diri dan semangat yang bertambah kuat untuk 
membentuk suatu organisasi mahasiswa secara khusus di lingkaran 
mahasiswa NU terlihat  semakin kuat. Pada tanggal 14-17 Maret 1960 di 
                                                          
2
 Ibid., 19. 
 


































Kaliurang Yogyakarta semangat ini mencapai puncaknya saat IPNU 
mengadakan konferensi besar yang pertama kalinya. Semangat yang tak 
tertampung ini pada akhirnya menimbulkan sebuah keputusan bahwa 
perlunya mendirikan organisasi mahasiswa NU yang secara khusus di 
perguruan tinggi. Untuk itu diperlukan mahasiswa-mahasiswa NU se- 
Indonesiai untuk mengadakan pertemuan terkait pendirian organisasi ini. 
Maka dari itu panitia musyawarah mahasiswa NU ini menyiapkan 
sponsor pendiri orgasnisasi ini, sponsor dari pendiri organisasi ini ada 13 
orang dengan batas waktu kerja mereka selama sebulan. Panitia ini 
akhirnya berhasil menyeponsori penyelenggaraan pertemuan Mahasiswa 
NU di Surabaya pada  tanggal 14-16 april 1960, yang dihadiri para 
mahasiswa NU dari berbagai kota seluruh Indonesia dan juga wakil-
wakil senat dari berbagai perguruan tinggi. Hari lahirnya PMII 
berterpatan dengan akhir diadakanya musyawarah tersebut, yakni tanggal 
17 april 1960/ 17 syawal 1379 H.
3
 
Pada tanggal 17 april 1960 organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam 
Indonesia telah berdiri secara resmi. Secara konseptual gerakan PMII 
berporos pada empat nilai dasar pergerakan yakni ; ketahuhidan, 
hubungan, manusia dengan tuhan (Habluminallah), hubungan. manusia 
dengan manusia (Habluminannas), dan hubungan manusia dengan alam 
(Habluminalalam). 
                                                          
3
 Muhammad Fajrul, CITRA DIRI PMII (Yogykarta: yayasan putra nusantara, 1988), 36. 
 


































Latar belakang warga PMII secara antropologis dibesarkan pada 
budaya agraris, secara teologis sebagaimana bangsa Indonesia pada 
umumnya warga PMII berlatar belakang Ahlus-Sunnah wal Jama‟ah 
sebagai idiologi dogmatis, dalam konteks disiplin keilmuan yang berbasis 
keagamaan dan humaniora. Dan dalam politik, ekonomi PMII menjadi 
salah satu bagian dari masyarakat yang berada dalam marjinalisasi 
tertentu. Secara umum ruang gerak identitas PMII terletak pada; 
intelektualitas, releguitas dan kebangsaan, dengan identitas ini mereka 
diharuskan untuk lebih cerdas dalam menggeliat dari arus penyeragaman. 
Dari tiga identitas ini, PMII memiliki potensi strategis sebagai 
kekuatan intelektual sekaligus moral untuk memeberikan makna 
kehidupan berbangsa. Aktualisasi PMII sebagai Student Movement 
sekaligus Islamic Movement di Indonesia berwujud dalam karya 
pencerahan melalui berbagai pelatihan dan sistem pendidikan maupun 
belajar, membangun kehidupan bersama dengan segment masyarakat 
yang menjadi basis kultur yang dimilikinya. Keperpihakanya yang tulus 
dan jujur merupakan bagian integral dai semangat PMII; yakni 
kebenaran, kejujuran dan keadilan. Sebagai organisasi yang memiliki 
potensi kreatif dan berfikir mandiri, brsikap kreatif dalam berkarya, 
melalui semangat kebangsaan yang dijiwai oleh spiritualitas keIslaman 
dan ke-indonesian, PMII telah meemberikan jaminankeberpihakan 
kepada kebhinekaan bangsa, menuju Indonesia yang dicita-citakan. Dan 
 


































melaui gerakan pemikiran serta gerakan kultural, PMII akan mengukir 
sejarah peran-peran strategisnya di masa kini dan mendatang. 
Secara khusus PB PMII merupakan parameter gerakan PMII di 
seluruh Indonesia, disamping anggotanya cukup banyak (PMII memiliki 
130 cabang yang tersebar diseluruh Indonesia), sangat kondusif untuk 
melahirkan masyarakat PMII atau paaguyuban yang memberikan ruang 
gerak seluas-luasnya di setiap segmen yang ada di dalam dunia 




Tolak ukur organisasi mahasiswa, baik intra kampus atau ekstra 
kampus, terletak pada ciri khas sifat mahasiswa itu sendiri. Dalam bahasa 
NKK (Normalisasi Kehidupan Kampus) tempo hari, sifat khas 
mahasiswa itu ada pada kekuatan dan kapasitas penalarannya, atau yang 
biasa disebut student power of reason. Dengan demikian, masih dalam 
bahasa NKK, mahasiswa masuk dalam kategori pemikir, yang nantinya 
akan menduduki posisi-posisi strategis di dalam jaringan teknostruktur. 
Satu sisi, ukuran semacam itu memang ada benarnya. Tapi jika 
organisasi ini berhadapan dengan hakekat mahasiswa sebagai elit yang 
terdidik mereka harus mengabdikan dirinya pada kepentingan masyarakat 
langsung, takaran itu mulai terlihat kekurangannya-kekuranganya. Sebab, 
ada kalanya peran dan fungsi istitusi-institusi politik menurun, saat itulah 
                                                          
4
 Syaiful Bahri Anshori, POLITIK BUNYI-BUNYIAN Menabur Moral Menerjang Kemapanan 
(Jakarta: PB PMII, 2000), X 
 


































aksi-aksi mahasiswa tampil sebagai sosial kontrol. Organisasi mahasiswa 
merekam utuh semua peristiwa itu. Dan tolak ukur yang disebut tadi, 
dengan demikian, agaknya hanya diperuntukkan meredam aksi-aksi 
mahasiswa yang mulai berbau politik praktis itu.
5
 
Seperti pada awal mulanya berdiri PMII yang nampaknya lebih 
dimaksudkan sebagai alat atau organisasi underbow untuk memperkuat 
partai Nahdlatul Ulama . Hal ini terlihat jelas dalam aktivitas PMII antara 




Padahal, mahasiswa yang sadar akan hakekatnya (termasuk 
organisasi mahasiswa), tidak mudah terjebak ke dalam aksi-aksi yang 
bersifat sementara tanpa konsep yang jelas untuk situasi kedepan. Tidak 
seharusnya juga para mahasiswa mudah terjebak ke dalam kegiatan yang 
hanya berorientasi pada kekuatan dan kepentingan satu golongan saja. 
Tapi harus memegang teguh pada nilai-nilai kepemudaan dan 
kemahasiswaan itu sendiri. Tidak henti–hentinya mengabdikan diri pada 
masyarakat langsung, demi tegaknya kebenaran, kemakmuran, kejujuran, 
keadilan, dan penegak hak-hak asasi. Inilah antara lain, nilai-nilai 
kemahasiswaan dan kepemudaan yang mesti diperjuangkan, baik secara 
                                                          
5
 Choirul Anam,.Pemikiran PMII dalam Berbagai Visi dan Persepsi (Surabaya: Majalah Nahdlatul 
Ulama.Aula,1991), 6. 
6
 Alfas, PMII dalam simpul-simpul, 11. 
 






































Di sisi lain organisasi mahasiswa harus dapat menjembatani dunia 
kampus dengan masyarakat luas yang masih dililit kemiskinan dan 
keterbelakangan. Pendidikan harus berorientasi pada pembebasan: 
memanusiakan manusia, manusia sebagai subjek pendidikan, khalifah fil 
ardi. Independen dalam menggagas ide-ide yang beroriemtasi pemecahan 
masalah, berperan dalam menginisiasi gerakan-geakan sosial sehingga 
muncul innovator dan kreator-kreator jamanya, berilmu amaliyah.
8
 
Terbentuknya pribadi muslim Indonesia yang bertaqwa kepada ALLAH 
SWT, berilmu, berbudi luhur, cakap dan bertanggung jawab dalam 




Pemerintah Orde Baru dimulai dari tahun .1966-1998, setelah 
turunya surat perintah sebelas maret (SUPER SEMAR) itu banyak yang 
salah akan mengartikan turunya surat ini menjadi surat peralihan 
kekuasaan. Pada tanggal 27 maret 1968, Soeharto diangkat sebagai 
presiden  yang dimuat dalam ketetapan MPRS No. XLIV/MPRS/1968, 
sampai hasil pemilu ditetapkan pada tanggal 10 Maret 1983. Orde baru 
adalah tatanan seluruh perikehiudupan rakyat, bangsa dan Negara 
                                                          
7
 Anam, Pemikiran PMII dalam Berbagai Visi dan Persepsi. ,7. 
8
 .Otong Abdurrahman,.PMII.1960-1985 Untukmu satu tanah airku.untukmu satu keyakinaku 
(Jakarta: PB PMII,2005), 5. 
9
 PRODUK HUKUM PMII (PERGERKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA)(Jakarta:PB 
PMII,2017), 5. 
 


































republik Indonesia yang diletakkan kepada kemurniaan pelaksanaan 
Pancasila dan UUD 1945. Adanya Orde Baru adalah suatu reaksi dan 
koreksi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap kesalahan yang sudah 
terjadi di masa lalu, yang lazim disebut sebagai masa Orde Lama.
10
  
Rezim Orba harus menghadapi maslah-maslah sosial lebih besar 
dari pada yang dihadapi para reformis di masa politik etis pada era 
Hindia Belanda dulu. Hal ini disebabkan oleh sebagian kegagalan 
pemerintahan belanda pada masa itu, dan muncul lagi pergolakan setelan 
runtujmya kekuasaan Jepang di Indonesia menumpuk untuk 
pemerintahan setelahnya. Pemerintahan Belanda gagal untuk 
menjalankan kesejahtetraan bangsa yang berpenduduk 60,7 juta di tahun 
1930. Kegagalan pada pemerintahan sebelumnya mengakibatkan 
pemerintahan Orde Baru menekan perbaikan ekonomi nasional sebagai 
agenda pertama setelah tahun 1965, memang kurang begitu maksimal di 
awal pemerintahan ini untuk megembalikan kondisi perekonomian pada 
waktu itu, yang pada sensus mencapai 147,3 juta pada tahun 1980 yang 
sebelumnya 119,2 juta jiwa di tahun 1971 .
11
 
Pemerintah Orde Baru di bawah presiden Soeharto, bertekad 
menghidupkan wawasan politik yang tidak lagi mempertentangan 
                                                          
10
 Tim Penulis.Nasional Sejarah.Indonesia, Sejarah Nasional Indonesia VI : zaman Jepang dan 
zaman Republik (Jakarta:..Balai Pustaka, 2010), 561. 
11
 M.C. Ricklefs, Sejarah.Indonesia Moderni 1200-2004.(Jakarta:.Serambi, 2005), 561. 
 


































ideologi, dan hanya berideologi tunggal Pancasila. Serta mengentaskan 
kemiskinan dan krisis ekonomi di Indonesia.
12
  
Melemahnya pendukung Soekarno terjadi saat pemerintahan Orde 
Baru mengendalikan kekuasaan, rencana presiden Soeharto untuk 
mendapat sokongan dana dari luar negeri khususnya negara barat akan 
semakin bertambah pula. Masalah utang luar negeri merupakan masalah 
pertana yang diturunkan dari pemerintah Belanda kepada pemerintah 
Orde Baru dengan nominal US$ 2,36 miliar. Meskipun utang itu sangat 
besar dan itu perlu dicatat bahwa nominal ini merupakan jumlah lebih 
kecil daripada utang yang nanti akan diperoleh untuk Orde Baru. Sebagai 
imbalan atas bantuan ekonomi barat, Bank Dunia dan IMF terus menerus 
memuji langkah-langkah reformasi yang presiden Soeharto jalankan. 
Pada tahun 1970-an langkah-langkah ini mendominasi kebijakan 
ekonomi. Yang terpenting dengan kebijakan-kebijakan baru ini adalah 
hadirnya sekelompok ahli ekonomi Indonesia yang terdidik secara 
akademis, para teknokrat yang dikenal dengan “Mafia Barkeley” karena 
beberapa di antara mereka lulusan Universitas Barkeley.
13
 
Perubahan ekonomi terjadi dengan sangat pesatnya. Inflasi pada 
tahun 1967 terpotong habis memang angkanya tinggi tapi perlu digaris 
bawahi ini merupakan kemajuan besar mengingat apa yang terjadi di 
inflasi sebelumnya. Pertukaran mata uang asing dibebaskan, dari tahun 
                                                          
12
 Ahmad Mansur, Api sejarah jilid kedua (Bandung: Surya Dinasti), 486. 
13
 Ricklefs ,Sejarah Indonesia Modern 1200-2004, 573. 
 


































1966 sampai akhir tahun 1968, rupiah dibiarkan mengambang secara 
bebas. Kebijakan seperti ini dijalankan supaya angka impor, ekspor gelap 
akan berkurang dan seharusnya mendorong akan bantuan dan investasi 
dari negara yg lain. Normalnya, biasanga para pengusaha rantauan atau 
kaum cukong memiliki hubungan untuk penyaluran dana dari luar negeri 
untuk mendapatkan keuntungan secara cepat dan tinggi sehingga para 
pengusaha pribumi melemah dikarenakan tertahanya inflasi.
14
  
Pada awal tahun 1976, Orde Baru boleh dikatakan stabil. Presiden 
Soeharto dan pengikut setianya dijadikan tempat pemerintah 
menggantungkan kekuasaan di tangan mereka. Kebebasan berpolitik 
dengan tekanan kekerasan fisik, pelarangan penerbitan buat media, 
penahanan, atau dengan ancaman tidakan yang lainya. Tatanan politik 
dilarang dirubah oleh para partai politik, akan tetapi mereka dapat 
pinjaman legitimasi dari pemerintah untuk mengikuti proses pemilihan 
umum secara berhati-hati. Militer memang memegang penuh 
pengambilan keputusan utama, tapi mereka juga berdiskusi dengan 
ternokrat jika kan mengambil keputusan bertemakan ekonomi sedangkan 
untuk administrasimereka berdiskusinya dengan para pakr birokrasi.
15
 
Taraf kesehatan dan kesejahteraan rakyat Indonesia belum terealisasikan 
yang sudah dijanjikan oleh pemerintah Orde Baru. Di sisi lain, sudah 
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sangat jelas sekali para elit dan kroninya akan mengambil peluang untuk 
mengumpulkan kekayaan dari pembangunan ekonomi ini.
16
 
Selama 12 tahun pemerintah Soeharto beliau mengecap 
keberhasilan luar biasa. Pada tahun 1970 harga minyak melunjak yang 
menyokong rencana pembangunan ekonomi negara ini. Keuntungan 
besar diperoleh untuk anak dan keturunan mereka. Selain itu, 
keberhasilan pembangunan ekonomi ini juga berdampak kepada rakyat 
miskin dan desa-sdesa pedalaman. Gambaran indonesia memberikan 
kemungkinan-kemungkinan apa yang terjadi di tahun ini, jika saja 
pemerintah Orde Baru bukan pemerintah yang begitu brutal, kejam, 
korup, dan hanya didomisi oleh satu orang. Hingga pada awal 1980an, 
negara Indonesia mengalami pertumbuhan dibidang ekonomi yang sangat 
pesat, dari tahun 1971 hingga 1981, tingkat pertumbuhan tahunan 
Produksi Domestik Bruto (PDB) berkisar pada angka 7.7%, dan tidak 
pernah berada di bawah angka 5%. Pada tahun 1981, gas alam 
merupakan penghasilan terbesar yang di peroleh negara Indonesia. Kaum 
nasionalis ekonomi memanfaatkan renggangnya tingkat ketergantungan 
terhadap pinjaman luar sebagai salah satu alasan untuk menuntut lebih 
besarnya peranan perusahaan negara (BUMN), pembatasan untuk 
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Harapan untuk dunia politik pada era presiden Soeharto nampaknya 
aman-aman saja di tahun 1970 akhir. Setelah berhasil mengatasi krisis 
ekoniminya, presiden Suharto tampaknya akan langgeng. Belum selesai 
begitu saja sekarang presiden Soeharto harus menilai dukungan yang 
dimilikinya untuk memenagkan pemilihan umum (pemilu) untu kursi 
anggota Dewan Perwalilan Rakyat (DPR) yang diadakan pada bulan Mei 
1977. Pemilu 1977 Golkar mendominasi pemilu dengan perolehan  
62,1 %. Sementara PPP mendapatkan 29,3 %, sedangkan PDI mendapat 
8,6 %. Investasi untuk pembaruan bibit, irigasi, pestisida, dan pupuk 
menggenjot produksi beras dan bahan pangan lainya. Impor beras 
berkurang hingga hampir tidak ada, prestasi luar biasa ini merupakan 
hasil dari kemajuan teknologi, kerja keras dan petani dan di imbangi oleh 
kebijakan pemerintah Indonesia. Kemajuan pesat juag dialami sektor 
pendidikan di Indonesia. Lebih dari 100.000 sekolah dibangun khusu 
daerah pedalaman, dan kurang lebih daari 500.000 guru dipekerjakan. 
Salah satu kesuksesan terbesar Indonesia adalah progam Keluarga 
Berencana. Pada tahun 1980-an, progam KB di Indonesia menjadi salah 
satu progam yang paling sukses di dunia, dan bisa meredakan 
perumbuhan pesat dari warga negaranya, serta sekaligus bisa dijadikan 
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Indonesia bagian barat merupakan titik fokus perbaikan 
kesejahteraan  dan pendidikan dalam pembangunan ekonomi era preiden 
Soeharto ini , dan diutamakan luar pulau Jawa. Bagi kalangan atas,telah 
tercatat bahwa daftar perioritas pembangunan ini mereka adalah luar 
pulau jawa. Pembangunan ekonomi dan investasi pemerintah dalam 
bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan menyebabkan adanya 
perubahan yang signifikan bagi Indonesia termasuk urbanisasi yang 
terlihat pesat. Pada tahun 1990, di pulau jawa pada waktu itu 30% diidi 
oleh masyarakat yang urban dari pulau luar Jawa. Itu mengakibatkan 
kenaikan volume manusia di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, 
Semarang, dan Surabaya. Sedangkan di daerah pedesaan masih banyak 
fasilitas-fasilitas umu yang belum masuk wilayah mereka seperti listrik 
atau televisi mampu mengubah pandangan mereka secara radikal. Sampai 
ada suatu persepsi politis yang tersebar bahwa terjadi kesenjangan yang 




Awalnya adalah krisis ekonomi di Asia, ini adalah salah satu 
peristiwa yang menggemparkan di dekade sembilan puluhan setelah 
peristiwa runtuhnya Uni Soviet, sebagaimana dengan bubarnya Uni 
Soviet, tidak ada yang menduga jika berbagai negara di Asia bagian 
Timur mengalami krisis ekonomi yang parah.
20
 Posisi nilai tukar dari 
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 Denny J. A. Jatuhnya Soeharto dan transisi Demokrasi Indonesia (Yogyakarta:  LKIS, 2006), 
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Rp2.500/US$ terus mengalain penurunan sampai  9%. Presiden Soeharto 
memberikan perhatian khusus untuk masalah nilai rupiah ini. Menurunya 
nilai Rupiah ini memicu rusaknya perekonomian dalam negeri dari 
hargar-harga kebutuhan pokok dipasaran,
21
 dan banyaknya penghentian 
subsidi serta banyak penutupan 16 bank swasta di Indonesia. Pada 
akhinya Bank Indonesia turun tangan untuk menjaga nilai rupiah kembali 
stabil, sampai Bank Indonesia kewalahan untuk menjaga nilai tukar 
rupiah yang terus menurus turun. Kondisi ini berdampak pada hancurnya 
bursa saham Jakarta (BEJ), bangkrutnya perusahaan-perusahaan modern 
di Indonesia yang paranhya bisa menyebabkan pemberhentian para 
pekerja dalam skala yang sangat besar. 
Disamping itu, stagnasi perekonomian Indonesia, peningkatan 
pemutusan hubungan kerja (PHK), serta menyempitnya kesempatan kerja 
memancing aksi keprihatinan di kalangan masyarakat. Setelah beberapa 
minggu tepatnya 11 Maret 1998 Soeharto terpilih menjadi presiden RI 
secara aklamasi, munculah lagi kekuatan-keuatan oposisi yang sudah 
lama dibatasi. Sejak awal 1998 kecaman terhadap pemerintah Soeharto 
semakin bermunculan dengan tanda semakin banyaknya gerakan-gerakan 
mahasiswa. Banyaknya gerakan mahasiswa yang muncul di kampus-
kampus besar seperti UI, ITB dan banyak lainya semakin meningkat 
itesifitasnya sejak presiden Soeharto terpilih secara aklamasi. Aksi-aksi 
mahasiswapun bertambah besar di seluruh Indonesia, sampai aksi 
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 Tim Nasional Penulis Sejarah Indonesia, Sejarah Nasional Indonesia VI : zaman Jepang dan 
zaman Republik, 665. 
 


































tersebut melibatkan pula para staf akademisi maupun pimpinan 
Unversitas. Banyaknya aksi demostrasi mahasiswa yang tidak dapat 
tanggapan baik dari pemerintah meyebabkan para mahasiswa di berbagai 
kota dan daerah mulai meyuarakan aksinya untuk keluar dari kampus 
menjelang bulan April 1998. 
Tidak lepas dalam PMII diberbagai daerah turut terlibat dalam 
merespon kondisi politik sebagai tanggung jawab sosial dalam 
melengkapi hal-hal yang berhubungan dengan kondisi terkini. 
B. Rumusan .Masalah. 
Sesuai dengan judul skripsi mengenai “Sejarah dan Peran Organisasi 
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Surabaya dalam 
menghadapi dinamika politik nasional 1990-1998”, untuk mempermudah 
pembahasan agar tidak keluar topik dan dapat menghasilkan suatu 
pembahasan yang lebih terarah serta tepat pada sasaran penelitian, maka 
peneliti telah menetapkan rumusan masalah sebagai berikut:. 
1.  Bagaimana.Sejarah berdirinya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia 
(PMII) cabang Surabaya ? 
2. Bagaimana kondisi masyarakat Indonesia pada masa Orde Baru? 
3. Bagaimana peran PMII Surabaya dalam menghadapi dinamika politik 






































Tujuan penelitian berikut adalah:. 
1. Menjelaskan tentang sejarah perkembangan Pergerakan Mahasiswa Islam 
Indonesia (PMII) cabang Surabaya tahun.1990-1998. 
2. Memaparkan kondisi Surabaya sosiaal politik pada tahun 1990-1998. 
3. Menjelaskan tentang peran yang telah dilakukan organisasi.Pergerakan 
Mahasiswa Islam Indonesia.(PMII) cabang Surabaya dalam menghadapi 
dinamika politik nasional pada tahun 1990-1998. 
D. Manfaat Penelitian. 
Peneliti mengharapkan untuk tulisan ilmiah ini dapat menambah ilmu 
pengetahuan dan manfaat bagi kalangan intelektual umum atau Islam dan 
berbagai: 
1. Secara Akademik. 
Manfaat pertama yang diperoleh oleh pembaca terkait untuk penelitian 
ini adalah bertambahnya informasi dalam wawasan keilmuan sehingga 
menambah keluasan berfikir untuk pembacanya. Manfaat berikutnya 
adalah tulisan ilmiah ini bisa juga dijadikan bahan rujukan referensi oleh 
pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dalam melakukan penelitian 
untuk melengkapi penelitian yang sudah ada atau juga bisa dijadikan 
bahan perbandingan dengan penelitian-penelitian sebelumnya.. 
2. Secara Praktis. 
a. Untuk memperkaya pengetahuan ilmu sejarah di Indonesia 
khususnya yang terkait dengan Sejarah dan Peran organisasi. 
 


































Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). cabang Surabaya 
dalam menghadapi dinamika politik nasional pada tahun 1990-1998. 
b. Hasil dari penelitian ini dapat juga dijadikan sumber informasi bagi 
penelitian selanjutnya dan dapat memberikan sumbangan wacana 
bagi perkembangan perbendaharaan ilmu pengetahuan terutama 
dalam sejarah nasional. 
E. Pendekatan dan Kerangka.Teori 
Untuk mempermudah peneliti dalam memecahkan masalah saat 
melakukan penelitian, maka dibutuhkan pendekatan ilmu-ilmu sosial lainnya. 
Sebagaimana menurut Sartono Kartodirjo bahwa penggambaran kita tentang 
suatu peristiwa sangat tergantung pada pendekatan, yaitu dari segi mana kita 
memandangnya, dimensi mana yang diperhatikan, unsur-unsur mana yang 
diungkapkan, dan lain sebagainya.
22
 
Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan historis, yang 
bertujuan untuk mendeskripsikan permasalahan yang terjadi di masa lampau. 
Sejarah atau historis adalah suatu ilmu yang didalamnya dibahas berbagai 
peristiwa dengan memperhatikan unsur tempat, waktu, obyek, latar belakang, 
dan pelaku dari peristiwa tersebut. Menurut ilmu ini, segala peristiwa dapat 
dilacak dengan melihat kapan peristiwa itu terjadi, apa sebabnya, dimana dan 
siapa saja yang terlibat dalam peristiwa tersebut.
23
 Dengan pendekatan 
historis ini, penulis berusaha untuk menjelaskan sejarah dan peran organisasi 
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 iSartono Kartodirjoi,.Pendekatan Ilmui Sosial dalami Metodologi Sejarahi i(Jakarta: PT 
Gramedia Pustaka Utama, 1992),i.4. 
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 Atang Abdul Hakim, Metodologi Studi Islam (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000),.64. 
 


































Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) cabang Surabaya pada tahun 
1990-1998. 
Menurut para ahli, untuk mempermudah seorang sejarawan dalam 
melakukan upaya pengkajian terhadap peristiwa-peristiwa masa lampau, 
maka dibutuhkanlah teori dan konsep dimana keduanya berfungsi sebagai alat 
analisis serta sintesis sejarah. Kerangka teori maupun konseptual itu sendiri 
berarti metodologi didalam pengkajian sejarah yang akan diteliti, dan pokok 
pangkal metodologi sejarah adalah pendekatan yang dipergunakan.
24
 
Disini peneliti..menggunakan teori kepemimpinan visioner yang bisa 
dikatakan dapat diuraikan terperinci dan dipahami melalui literatur dan teori. 
Namun arti yang lebih besar dari kepemimpinan adalah tindakan nyata, cara 
bekerja dalam serangakaian peristiwa.
25
 Burt Namus mengungkapkan ada 
empat peran yang harus dimainkan oleh pemimpin visioner dalam melakukan 
kepemimpinannya, yaitu : 
1. .Peran penentu arah (diection setter). 
2. .Agen perubahan (agent of change). 
3. .Juru bicara (spokenperson). 
4. .Pelatih (coach) 
Dari konsep teori diatas, maka langkah-langkah yang bisa ditempuh 
pengurus cabang PMII Surabaya untuk menjadi Visionary Leadership adalah 
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 Dudung Abdurrahman, Metodologi Penelitian Sejarah (Jakarta: PT Logos wacana 
Ilmu,.1999),.25. 
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 Rasto, Manajerial Jurnal manajemen dan system informasi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 
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dengan melakukan  penciptaan visi, perumusan visi, transformasi visi, dan 
implementasi visi.
26
 Dari sinilah  pengurus PMII cabang Surabaya 
mewujudkan langkah-langkah tersebut dengan mengimplementasikan proker 
(progam kerja) yang dijalankan selama masa jabatan berlangsung. Dan yang 
tercapai nyata terlihat secara fisiknya adalah terbentuknya  komisariat-
komisariat yang tersebar di kampus-kampus Surabaya. 
F. Penelitian Terdahulu. 
Penelitian terdahulu adalah bahan pustaka yang berkaitan dengan 
masalah penelitian, berupa sajian hasil atau bahasan ringkas dari hasil 
temuan. Penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah penelitian:. 
1. Skripsi yang ditulis oleh Pipin , 2015, Jurusan sejarah dan kebudayaan 
islam Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan 
Ampel Surabaya. Penelitian tersebut berjudul “Dinamika organisasi 
mahasiswa ekstra kampus IAIN Sunan Ampel Surabaya”. Dalam skripsi 
tersebut membahas tentang peran organisasi eksta mahasiswa dalam 
pembekalan karakter mahasiswa yang berkualitas dan berintelektual.
27
 
2. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Samsud Dukha, 2016, Jurusan Ilmu 
Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri 
Sunan Ampel Surabaya. Penelitian. tersebut berjudul “Komunikasi 
Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Komisariat UIN 
Sunan Ampel Surabaya”. Dalam. skripsi ini membahas tentang 
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 Sudaryono,.Leadership Teori dan Praktek Kepemimpinan (Jakarta: Lentera Ilmu Cendekia, 
2014),.213. 
27
 Pipin , “Dinamika organisasi mahasiswa ekstra IAIN Sunan Ampel Surabaya ” (Skripsi-Fakultas 
Adab.dan.Humaniora 2015). 
 


































bagaimana terjadinya komunikasi antar kader dalam PMII di komisariat 
UIN Sunan Ampel Surabaya.
28
 
3. Skripsi yang ditulis oleh Mu‟tin Nasiin, 2017, Progam Studi Sosiologi 
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 
Surabaya. Penelitian tersebut berjudul “Organisasi ekstra kampus studi 
tentang hegemoni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia di kalangan 
mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya”. Dalam. skripsi tersebut 
membahas tentang bagaimana ideologi organisasi ekstra PMII 
menghegemoni mahasiswa-mahasiswa untuk mengusasai kampus.
29
 
4. Skripsi yang ditulis oleh Heni Khamdiyah, 2018, Progam Studi  Sejarah 
Peradaban Islam Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri 
Sunan Ampel Surabaya. Penelitian tersebut berjudul “Sejarah 
Perkembangan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) cabang 
Mojokerto tahun 1999-2017”. Dalam skripsi tersebut membahas tentang 




Sedangkan. dalam skripsi yang saya tulis ini lebih terfokuskan dalam. 
“Sejarah dan Peran Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia 
Surabaya dalam Politik Nasional pada tahum 1990-1998”, mulai dari sejarah 
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 Muhammad Samsud Dukha, “Komunikasi Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia 
Komisariat UIN Sunan Ampel Surabaya” (skripsi.Fakultas Dakwah dan Komunikasi.UIN Sunan 
Ampel 2016) 
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 Muti N, “Organisasi ekstra kampus studi tentang hegemoni Pergerakan Mahasiswa Islam 
Indonesia di kalangan mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya” (Skripsi-.Fakultas Ilmu Sosial dan 
Politik.UIN Sunan Ampel Surabaya 2017). 
30
 .Heni Khamdiyah “Sejarah Perkembangan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia cabang 
Mojokerto tahun 1999-2017”.(skripsi Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Ampel Surabaya 
2018) 
 


































Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Cabang Surabaya, serta 
keterlibatanya dalam dinamika politik pada masa orde baru tepatnya tahun 
1990-1998. Penulisan tugas ini menggunakan pendekatan historis dan juga 
menggunakan teori kepemimpinan visioner. Dalam penelitianya,. penulis ini 
menggunakan metode sejarah yang meliputi: heuristik, verifikasi, 
historiografi, dan interpretasi. 
G. Metode Penelitian. 
Karya ilmiah pada umunya merupakan hasil penelitian secara ilmiah 
yang bertujuan untuk menemukan, menyajikan dan menggambarkan. 
kebenaran.
31
..Dalam penyusunan rencana penelitian, peneliti akan 
dihadapkan pada .tahap pemilihan metode atau .teknik pelaksanaan 
penelitian. Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah 
metode sejarah yaitu proses menguji dan menganalisis kesaksian sejarah 
guna menemukan data yang otentik dan dapat dipercaya, serta usaha yang 
sintesis atas data semacam itu menjadi kisah yang dapat dipercaya. 
Sebagai .bentuk kajian sejarah yang. berusaha merekonstruksikan 
peristiwa-peristiwa masa lampau, penulisan penelitian ini memakai metode 
penelitian sejarah .yang terdiri dari beberapa tahap.yaitu:
32
 
1. Heuristik .(mencari, menemukan dan mengumpulkan). 
Heuristik (mencari,. mengumpulkan dan menemukan) adalah kegiatan 
menghimpun jejak-jejak masa lalu atau proses pencarian data.
33
 Cara 
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 Sutrisno Hadi, Metodologi Research.(Yogyakarta:.Yayasan Penerbit Fakultas UGM, 1979),.3. 
32
  Abdurrahman, Metodologi Penelitian Sejarah, 58. 
 


































pertama yang peneliti tempuh dengan cara mencari sumber, baik sumber 
primer maupun sekunder. Sumber sejarah bisa berupa dokumen tertulis, 
artefak, maupun sumber .lisan.
34
 Sumber yang digunakan dalam 
penelitian “sejarah dan peran organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam 
Indonesia (PMII) Cabang Surabaya dalam menghadapi dinamika politik 
Nasional pada tahun 1990-1998” berupa dokumen,. wawancara, dan 
buku. Sumber tersebut dibagi dua, yaitu:. 
a. Sumber Primer. 
Sumber primer adalah sumber yang menggunakan data kesaksian 
dari seorang saksi yang menyaksikan peristiwa sejarah secara 
langsung atau dengan alat mekanis seperti arsip, dokumen atau 
foto.
35
 .Data primer yang digunakan penulis dalam penelitian 
“Sejarah Perkembangan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia 
(PMII) Cabang Surabaya tahun 1990-1998” adalah sebagai berikut: 
Wawancara dalam penelitian ini, .penulis mengumpulkan sumber 
melalui wawancara dengan beberapa pengurus dan anggota dari 
PMII.Cabang Surabaya, seperti: 
1).  Kiai kharisudin ketua umum pmii cabang Surabaya tahun 1991-
1992 
2).  Pak Abdul Qudus Salam salah satu pengurus PMII cabang 
Surabaya pada periode 1997-1998.  
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 Nugroho Noto Susanto,.Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer .(Jakarta: Yayasan Idayu, 
1978),.36. 
34
 Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah  (Yogyakarta:.Yayasan Bentang Budaya,.2001),.94. 
35
 Hugiono P.K. Purwantana, Pengantar Ilmu Sejarah (Yogyakarta: Bentang Budaya, 1995), 96. 
 


































3). Pak Zainul Arifin ketua umum pmii cabang Surabaya tahun 
1998-1999. 
b. Sumber Sekunder. 
Sumber sekunder berfungsi sebagai penguat data yang dapat 
memberikan informasi pendukung dalam menguraikan fakta-fakta 
juga dapat memperjelas data primer dari penelitain tersebut. Sumber 
sekunder tersebut berupa buku-buku yang relevan dengan 
permasalahan peneliti, metodologi penelitian sejarah, skripsi-skripsi 
terdahulu dan sebagainya. Dalam penulisan ini memakai sumber-
sumber buku atau referensi yang diperoleh dalam penelitian Sejarah 
Peran organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) 
cabang Surabaya dalam menghadapi dinamika politik nasional pada 
tahun 1990-1998. Seperti buku Pemikiran PMII dalam Berbagai Visi 
dan Persepsi karya A. Effendy Choirie dan Choirul Anam, buku 
PMII dalam Simpul-simpul Sejarah Perjuangan karya Fauzan Alfas, 
buku PMII di Simpang Jalan karya A. Malik Haramain, buku Citra 
Diri PMII penyunting Mochammad Fajrul Falaakh, buku Konstitusi 
dan Kompilasi Produk Hukum PMII penerbit PB PMII, dan lain-lain. 
2. Kritik.Sumber (Verifikasi). 
Verifikasi atau kritik sumber merupakan metode tahap kedua dalam 
meneliti sumber sejarah. .Verifikasi terbagi menjadi dua macam cara atau 
langkah yaitu:> 
 


































a. Otensitas atau kritik keaslian sumber (kririk ekstern) yaitu sebagai 
seorang peneliti harus melakukan pengujian atas asli dan tidaknya 
sumber yang didapat melalui seleksi dari segi fisik sumber. Gaya 
tulisan, bahasa, kalimat, kata-kata dan semua penampilan luarnya 
untuk mengetahui otensitasnya (keaslian sumber). Selain dokumen 
tertulis, sumber data yang mendukung lainnya, seperti artefak, sumber 
lisan dan sumber lainnya. Otentitas semua itu minimal dapat diuji 
melalui lima pertanyaan antara lain: kapan sumber itu dibuat, dimana 
sumber itu dibuat, siapa yang membuat, dari bahan apa sumber itu 
dibuat, dan apakah sumber itu dalam bentuk asli.
36
 
b. Kredibilitas sumber atau keaslian sumber (kritik intern) adalah 
mengakui bahwa sumber tersebut adalah sumber yang asli dan dapat 
dipercaya dan dipertanggung  jawabkan setelah diberbagai penelitian 
dan kritik terhadap sumber.
37
 .Dalam hal ini peneliti membandingkan 
kesaksian dari orang-orang yang menyaksikan langsung kehidupan 
para pengurus PMII cabang Surabaya, memilah-memilih jika terdapat 
dari keterangan saksi-saksi dan selanjutnya akan diambil pendapat 
yang paling banyak. 
3. Interpretasi.(Penafsiran sumber). 
Interpretasi adalah upaya sejarawan untuk menguraikan kembali 
tentang sumber-sumber yang didapatkan, apakah sumber-sumber yang 
didapatkan dan yang telah diuji autentiknya terdapat saling hubungan satu 
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dengan yang lainnya. Interpretasi atau penafsiran sejarah sering kali 
disebut dengan analisis sejarah. Analisis itu sendiri berarti menguraikan, 
berbeda dengan sintesis yang menyatukan. Namun, keduanya dapat 
dipandang sebagai metode-metode utama dalam interpretasi menurut 
Kuntowijoyo.
38
 Dengan demikian sejarawan memberikan tafsiran terhadap 
sumber yang telah diberikan.
39
 
Pada tahapan ini penulis akan melakukan penafsiran terhadap sumber-
sumber yang telah didapat. Sumber-sumber primer maupun sekunder yang 
telah didapatkan oleh peneliti akan dianalisis, ditafsirkan dan selanjutnya 
akan diproses menjadi rangkaian tulisan yang sistematis pada tahapan 
keempat, atau historiografi.> 
4. Historiografi (Penulisan Sejarah). 
Historiografi adalah cara penulisan atau pemaparan hasil laporan.
40
 
Cara penulisannya dengan merekontruksi fakta-fakta yang didapatkan dari 
penafsiran sejarawan terhadap sumber-sumber sejarah dalam bentuk 
tertulis. Dalam skripsi ini, peneliti lebih memperhatikan aspek-aspek 
kronologis peristiwa. Aspek ini sangat penting, karena arah penulisan ini 
adalah penelitian sejarah sehingga proses peristiwa dapat dijabarkan secara 
detail. Data atau fakta tersebut selanjutnya akan ditulis dan disajikan 
dalam beberapa bab berikutnya yang terkait satu sama lain agar mudah dan 
dicerna dipahami oleh pembaca.. 
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Sistematika penulis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penjelasan 
mengenai runtutan mengenai kelima bab yang akan dijabarkan ke dalam bab-
bab berikut:. 
Bab pertama merupakan bab Pendahuluan, merupakan landasan awal 
penelitian.Meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, kegunaan 
penelitian, tujuan penelitian, kerangka teori dan pendekatan, penelitian 
terdahulu, metode penelitian, sistematika pembahasan. 
Bab kedua menjelaskan bagaimna sejarah berdirinya PMII cabang 
Surabaya, disini penulis menjabarkan latar belakang berdirinya PMII cabang 
Surabaya, menjelaskan juga perkembangan organisasi PMII cabang Surabaya 
pada masaorde baru ,serta menjelaskan kontribusi organisasi  PMII cabang 
Surabaya dalam mewujudkan terciptanya manyarakat madani pada waktu itu. 
Bab ketiga berisi tentang bagaimana kondisi sosial masyarakat pada 
msasa orde baaru. Disini penulis menjabarkan beberapa topik yaitu kondisi 
masyarakat dalam bidang politik pada waktu itu, kondisi masyarakat dalam 
bidang ekonomi dan infrastruktur, dan juga menjelaskan kondisi masyarakat 
dalam bidang sosial, pendidikan, keagamaan. 
 Bab keempat berisi tentang peran PMII cabang Surabaya dalam 
menghadapi dinamika politik nasional pada Orde Baru. Dimana penulis 
menjelaskan peranan organisasi PMII cabang Surabaya dalam menghadapi 
masa tersebut secara represntatif  yaitu pada masa Orde Baru. 
 


































Bab kelima merupakan bab akhir yang meliputi kesimpulan atau jawaban 
ringkas atas masalah yang telah ditanyakan dalam penelitian. Kesimpulan 
adalah hasil akhir yang diberikan peneliti dari penulisan skripsi. Selanjutnya, 
saran merupakan sebuah anjuran penulis kepada para pembaca dan para 
akademisi khususnya yang memiliki perhatian terhadap Pergerakan 






















































SEJARAHi PERGERAKAN i MAHASISWAi ISLAM INDONESIA  
DI SURABAYA 
A. Latari Belakang.Berdirinya .PMIIt Cabang Surabaya 
Seperti telah disebutkan di bab pertama dalam pada puncak konferesi 
besar Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama tepatnya pada tanggal 14-17 Maret 
1960 di Kaliurang Yogyakarta tercetusnya suatu keputusan perlunya 
didirikan suatu oranisasi mahasiswa yang terlepas dari IPNU baik secara 
struktur organisasi maupun administratif. Setelah itu mereka membentuk 
panitia sponsor organisasi mahasiswa ini berjumlah 13 orang untuk 
melaksanakan musyawarah mahasiswa nahdlitin se-Indonesia, dengan limit 
satu bulan dari turunya keputusan ini yang bertempat di kota Surabaya. 
Seperti diuraikan oleh Sahabat Chotibul Umam, sebelum melaksanakan 
musyawarah mahasiswa berlatar belakan NU, terlebih dahulu 3 dari 13 orang 
sponsor pendiri itu terdiri dari : 
1. iSahabat iHisbullahi Huda (Surabaya) 
2. iSahabat M. lSaid Budairy (Jakarta) 
3. iSahabat Makmunl Syukri BA (Bandung)41 
Tiga orang mahasiswa ini mewakili panitia sponsor untuk menghadap 
sekaligus memohon petunjuk dan restu Ketua Umum PBNU Idham Chalid 
pada tanggal 19 Maret 1960. Selain memberikan nasehat yang merupakan 
landasan pokok musyawarah, Idham Chalid juga mengharapkan adanya 
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organisasi mahasiswa yang akan mereka dirikan itu benar-benar kader partai, 
menjadi mahasiswa yang berprinsip ilmu itu diajarkan untuk kepentingan 
membela rakyat, sama sekali bukan dengan tujuan ilmu untuk ilmu, menjadi 
manusia yang cukup dan cakap serta bertakwa kepada Allah SWT. Kemudian 
isi pertemuan dengan ketua umum PBNU itu secara tersirat  didalam 
pembukaan AD/ART serta tujuan PMII. Bahkan dalam karya  monumental, 
yakni Deklarasi Tawangmangu dijelaskan. ilmu, amal dan takwa yang 
terkenal dengan Trilogi PMII itu juga diilhami dari pertemuan tersebut. 
Setelah itu beliau memberikan izin atas akan diadakanya musyawarah 
mahasiswa-mahasiswa Nahdliyin yang akan ditempatkan di kota Surabaya.
42
 
Pesan yang telah disampaikan oleh ketua Partai Nahdlatul Ulama 
tersebut, terasa sekali suasana kepercayaan organisasi NU pada semangat 
mahasiswa yang akan membentuk suatu organisasi yang akan dibentuk ini. 
Merupakan kewajiban sebagai kader-kader PMII diyakini putra-putri 
Nahdliyin yang kelak melanjutkan perjuangan NU. 
iKeadaan waktu itu memang sangat banyak peluang untuk organisasi 
mahasiswa untuk bersikap politis. Meningkatnya jumlah organisasi-organisasi 
mahasiswa disertai oleh meningkatnya peran mereka secara baik dan 
terbukanya i kesempatan untuk mobilitas dibidang sosial politik. Artinya 
hadirnya organisasi ekstra mahasiswa dikampus-kampus sulit di masukan dari 
perpolitikan ditanah air. Bahkan hamper dipastikan organisasi ini 
berhubungan erat dengan  partai politik atau orang tertentu, termasuk 
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didalamnya adalah PMII. Gejala seperti itu juga bisa dilihat ke semua 
organisasi mahasiswa yang lainya, termasuk didalamnya PMII yang baru saja 
lahir diwaktu itu juga. 
PMII juga ikut berpartisipasi dalan bidang politik, pada Kongres 
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia yang ke IV tahun 1970 di kota 
Makasar Sahabat Rohim Hasan mengatakan “mengapa PMII mesti 
berpolitik ? bukankah itu akan mengganggu tugas utamanya, belajar dan 
belajar ?, bukankah persoalan politik itu nanti setelah lulus dan terjun 
ditengah masyarakat ?, ruang kuliah adalah preparasi untuk perkejaan 
politik”. 
Aksi-aksi kita adalah sekaligus aksi belajar dan aksi politik. Lebih  
lengkapnya dia mengatakan “Mengapa PMII mesti berpolitik baik secara 
praktis maupun konsepsional, belajar dan berpolitik bukanlah suatu hal yang 
tabu, tetapi justru prinsip berpolitik itu adalah bersamaan dengan keberadaan 
PMII itu sendiri”. 
 Hal ini juga telah dimuat dalam dokumen historis PMII  (Gelora 
Megamendung) Pokok-pokok pikiran training course II PMII pada tanggal 
17-27 april 1965 di Gelora Megamendung kota Bogor Jawa Barat yang juga 
menolak dengan tegas prinsip ilmu untuk ilmu. PMII dengan tegas 
menerapkan bahwa ilmu harus juga diamalkan, dalam artian untuk 
kepentingan masyarakat dalam bidang agama, bangsa dan negara. Tugas 
setiap warga PMII pada waktu itu adalah terjun dalam kegiatan politik yang 
bisa diartikan mengikuti kegiatan partai dalam bentuk apapun. 
 


































Sejak pertama kalinya munculnya Pergerakan Mahasiswa Islam 
Indonesia nampak bertujuan sebagai organisasi underbou dari partai NU. 
Sebagian besar progam-progamnya berorientasi politis sudah sangat 
terlihat dalam kegiatan mereka dari tahun 1960-1972 (sebelum PMII 
menyatakan diri untuk independen). Ada beberapa hal yang melatar 
belakangi organisasi ini untuk ikut terjun dalam kegiatan politik antara 
lain : 
Petama, adanya anggapan bahwa berdirinya PMII merupakan 
wadah anggota muda partai NU, sehingga aktivitas dan arah gerakannya 
selalu diorientasikan untuk membantu gerakan dan langkah partai ini.
43
 
Kedua, pada waktu itu suasana kehidupan berbangsa dan bernegara 
begitu kondusif untuk gerakan-gerakan politik, sehingga peranan politik 
sebagai panglima betul-betul menjadi dominan dalam pemerintahan orde 
lama. Dan pada akhirnya banyak organisasi mahasiswa harus ikut 
berperak aktif dalam kontalasi politik ini termasuk organisasi PMII. 
Sahabat H. Mahbub Junaidi juga pernah mengatakan “mereka 
bilang mahasiswa yang baik adalah mahasiswa non partai, bukan non 
politis, yang berdiri diatas semua golongan, tidak kesana, tidak kesini, 
seperti seorang mandor yang tidak berpihak. Sebaliknya kita 
beranggapan, justru mahasiswa itulah yang harus berpatisipasi secara 
konkrit dengan kegiatan-kegiatan partai politik”. 
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Seperti yang sudah diketahui, 13 orang tokoh Nahdliyin yang 
mensponsori berdirinya PMII. Mereka berasal dari Jakarta, Bandung, 
Surakarta, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Malang dan Makasar, maka 




Balai Pemuda Surabaya merupakan tempat diplokamirkan 
organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang dimana 
mendapatkan perhatian sangat besar di kalangan mahasiswa, organisasi-




Setelah pemilu tahun 1955, Surabaya berada diantara tarikan 
politik antara 3 partai besar yakni PKI(Partai Komunis Indonesia ), PNI 
(Partai Nasional Indonesia) dan Masyumi. Demikian halnya dengan 
polarisasi gerakan mahasiswanya yang mengikuti kecenderungan 
partisan. Masing-masing partai politik mempunyai kepentingan yang 
hampi sama untuk menginjeksi pengaruh politiknya pada mahasiswa 
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia cabang Surabaya 
merupakan salah satu cabang dari 13 cabang pertama yang tersebar di 
wilayah  Indonesia. Salah satu tokoh PMII yang berasal dari Surabaya 
adalah Hisbullah Huda. PMII Surabaya lahir tidak lepas dari kearifan 
politik kebangsaan yang melingkupinya. 
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Kampus promotor adanya PMII di Surabaya adalah dari 3 kampus. 
Yaitu Universitas Airlangga (UNAIR), Institut Teknologi Sepuluh 
November (ITS), dan Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel yang 
berubah menjadi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Pada 
masa-masa awal terbentuknya PMII mereka secara isentif masih 
melakukan konsolidasi-konsolidasi ke dalam untuk pembenahan dan 
pengembangan organisasi.  
Pada tahum 1960, pasang surut perkembangan PMII cabang 
Surabaya sangat nampak terjadi rivalitas organisasi ekstra mahasiswa 
masih sangat terjadi dengan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Banyak 
mahasiswa yang beragama Islam bergabung sebagai kader HMI 
dikarenakan berafiliasi dengan Partai Politik Islam Masyumi dan sebagai 
simbolisasi kelompok Islam yang modernis. Mereka menduduki sektor-
sektor penting di dalam kampus di Surabaya seperti menjabat di BEM 
(Badan Eksekutif Mahasiswa) dan menyebabkan perebutan calon 
anggota atau kader dari setiap organisasi ekstra tersebut agar bisa 
melanjutkan organisasi dari masa ke masa dan ketua pertama PMII 
cabang Surabaya adalah Akhyat Sutejo. 
Pada bulan Oktober 1965 sampai Maret 1966. Salah satu oganisasi 
mahasiswa Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia . (KAMI) yang dapat 
dukungan oleh tentara menggelar demonstrasi di Jakarta yang diikuti 
cabang-cabang di berbagai wilayah Indonesia termasuk Surabaya, 
dengan membawa tuntunan pembubaran PKI, pembubaran kabinet 
 


































dwikora dan penurunan harga. Tuntutan tersebut terkenal dengan sebutan 
TRITURA (Tiga Tuntutan Rakyat). Gerakan pemuda dan Mahasiswa 
yang disokong oleh tentara membentuk KAMI dan KAPPI yang gerap 
disebut “Generasi 66”. 
 Di dalam KAMI didominasi oleh HMI sebagai mahasiswa Islam 
terbesar. Termasuk juga beberapa organisasi Islam lainya seperti PMII 
dan sayap mahasiswa lainya. Setelah meletusnya Gestapu, semua 
organisasi dileburkan dan yang paling kuat tinggal HMI dan menyisakan 
beberapa kampus kampus salah satunya IAIN. 
Dalam konstelasi politik gerakan politik mahasiswa Surabaya, 
PMII mempunyai satu warna yang dominan. Hampir semua tokoh-tokoh 
gerakan mahasiswa dekade 60-70an dari PMII digerakan oleh mahasiswa 
IAIN. Militansi dan kedekatan dengan NU membuat mereka berani 
melakukan berbagai macam usaha perlwanan kepada penguasa dengan 
tingkat kritik yang luar biasa tajam. Ini juga yang membuat regenerasi 
PMII di kampus umum lebih sulit disamping faktor hegemoni kelompok 
mahasiswa nasionalis dan Islam modernis yang terwakili dalam GMNI 
dan HMI yang sudah sedemikian mengakar dan solid. Mereka juga 
mampu mengembangkan jaringan sampai level birokrat dan staf pengajar 
yang tidak kalah dan luntur semangat ideologisnya.
46
 
Isu sentral gerakan mahasiswa awal tahun 1980-an dibuka dengan 
penegasan NKK/BKK. Pengaruh NKK/BKK berimbas dari peleburan 
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aktivisme mahasiswa di kampus umum dimana sejak akhir tahun 1960 
sudah berada dalam keadaan kekosongan kader. Praktis hanya kader dari 
kampus IAIN mengisi dalam kepengurusan PMII cabang Surabaya yang 
memang berbasis mahasiswa berlatar belakang NU. Hilangnya kegiatan 
aktivisme di kampus-kampus umum membuat HMI mengambil alih 
proses prekrutan kader baru yang berlatar belakang NU. Sekalipun 
beberapa dari mereka yang tidak cocok berproses di HMI, akan lari 
bergabung dengan PMII yang ada di IAIN.  
Pada tahun 1989 PC PMII Surabaya dipimpin oleh seorang wanita 
yaitu Khofifah. Wanita pertama yang memimpin organisasi mahasiswa 
ini membuat gairah mahasiswa Surabaya yang berlatar belakang NU 
kembali lagi untuk kembali mengikuti PMII dikarenakan beliau dari 
kampus UNAIR yang merupakan kampus umum.  Kenyataan bahwa 
kampus umum yang termajinalkan secara kuantitas membuat 
kepengurusan beliau berkembang di atas desain yang berorientasi pada 
“Penguatan PMII di luar IAIN”. Saat itu beliau hanya mewarisi 3 
komisariat dengan kantor yang berada satu kompleks dengan yayasan 
Khadijah. Beliau melakukan tiga macam untuk mengembangkan sikap 
tenggang rasa dan saling melengkapi sekaligus menghapus dikotomi 
kampus umum dan IAIN. 
Pada acara yang dilaksanakan di kampus IAIN Sunan Ampel 
Surabaya yang bertempat di Wisma bahagia, Purnomo Kasidi yang 
menjabat sebagai Walikota Surabaya menyempatkan hadir pada acara 
 


































tersebut. Tidak diketahui dengan persis maksud dan agenda kedatangan 
yang banyak mengelu-elukan Khofifah sebagai ketua PC PMII cabang 
Surabaya. Keadaan ini menimbulkan banyak penafsiran, terkhususkan 
bila dikaitkan dengan deklarasi indenpedensi PMII yang berbunyi  
“Maka oleh karenanya kepemimpinan Pergerakaan Mahasiswa Islam 
Indonesia yang Independen harus menjauhkan seluruh kemungkinan 
yang akan mengurangi arti darii independensi, seperti : perangkapan 
jabatan, pengurus PMII dengan pengurus partai atau organisasi lain, 
atau menjadi wakil suatu organisasi lain pada badan-badan legislatif.”
47
 
Keinginan Khofifah untuk mencairkan diameteral antara IAIN dan 
kampus umum pun terlaksana. Sampai pada tahun 1997 PC PMII 
Surabaya menjadi tuan rumah kongres PMII yang ke sepuluh, praktis 
semua pengurus menjadi terlibat untuk menjadi panitia kongres tersebut 
yang membuat dualisme PMII Surabaya yang sebelumnya reda pada era 
Khofiah telah reda pun muncul kembali. Sehingga diadakan dialog lagi 
dan mendatangkan PC PMII Surabaya diwakili oleh Muslim serta 
Kolonel Haris Sudarno untuk berdialog kembali  dan saling mengkritik 
untuk membangun PMII Cabang Surabaya lebih baik lagi. 
Pada 1 desember 1997 digelar kongres PMII di Surabaya, PC PMII 
Surabaya secara praktis menjadi panitia dalam acara itu. Para kandidat 
calon ketua PB PMII pada waktu itu adalah Iqbal Assegaf, Surya Dharma 
Ali dan Endin Soefihara. Sebagai tuang rumah PMII Surabaya merasakan 
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tarikan dari berbagai kelompok yang ingin mencalonkan diri. 
Penyelenggaraan relatif sukses dan dalam kongres ini tercatat sebagai 
kongres PB PMII yang paling meriah. Akhirnya kongres PB PMII yang 
dilaksanakan di Surabaya menghantarkan Iqbal Assegaf menjadi ketua 





B. PMII dan Kaderisasi Mahasiswa Surabaya 
Secara natural, setiap individu maupun kelompok memiliki 
hubungan-hubungan sosial sesuai dengan tingkat perkembangan dan 
kebutuhan masing-masing. Begitu pula PMII, mahasiswa, dan perguruan 
tinggi. Mereka memiliki hubungan sosial dengan interaktif positif yang 
kuat satu dengan lainya. Karena yang kita perbincangkan adalah PMII, 
maka dunia kemahasiswaan dan perguruan tinggi menjadi dua variable 
yang harus disinggung dan dibedah secara simultan sebagai acuan 
pembahasan. 
Peluang dan kesempatan mahasiswa untuk aktif menggeluti 
kembali dunia kemahasiswaan sangat terbuka lebar. Keaktifan 
mahasiswa dalam kegiatan kampus dan organisasi kemahasiswaan 
merupakan tuntutan profesi dan tanggung jawab sosial yang diembanya. 
Untuk itu, kegiatan yang mengarah pada pengembangan profesionalisme 
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perlu ditumbuhkan seirama dengan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan 
dalam dimensi yang luas dan konsektual.
49
 
Kaderisasi sesungguhnya merupakan pembinaan dan 
pengembangan potensi yang dimiliki ormas untuk memaksimalkan 
perannya. Ciri pokok yang kadang-kadang merupakan dilema bagi ormas 
adalah pilihan untuk mengutamakan kuantitas  atau memaksimalkan 
kualitas. Bagi PMII, tampaknya baru pada taraf mengutamakan kedua-
duanya. Karena secara kuantitatif PMII baru berkembang pada perguruan 
tinggi agama, sehingga untuk melakukan kaderisasi yang berorientasi 
professional mengalami kesulitas tertentu. Karena dengan demikian PMII 
harus menyediakan berbagai forum kaderisasi yangmulti-profesi, 
sementara basis profesi itu tidak dimiliki. Mungkin trkesan agak 
dipaksakan bila seorang anggota PMII yang berbasis intelektual IAIN 
dipersiapkan untuk mengisi peluang bisnis misalnya .
50
 
Strategi pengembangan PMII dan pola perekrutan anggota harus 
dimulai dari merekrut calon-calon anggota dari perguruan tinggi negeri 
yang besar, yang diproyeksikan sebagai calon-calon pemimpin Indonesia. 
Berikut adalah macam-macam kaderisasi:  
1. MAPABA (Masa Penerimaan Anggorta Baru) adalah kaderisasi 
formal tahap pertama yang diselenggarakan pengurus Rayon / 
pengurus Komisariat. 
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2. PKD (Pelatihan Kader Dasar) adalah kaderisasi formal tahap kedua 
yang diselenggarakan oleh pengurus Rayon / pengurus Komisariat. 
3. PKL (Pelatihan Kader Lanjutan) adalah kaderisasi formal tahap ketiga 
yang diselenggarakan oleh Pengurus Koordinator Cabang atau 
Pengurus Cabang. 
4. PKN (Pelatihan Kader Nasional) adalah kaderisasi formal tahap akhir 
yang diselenggarakan oleh Pengurus Besar.
51
 
Selain proses kaderisasi formal PMII di Surabaya anggota PMII 
juga banyak dari kader HMI yang sudah tidak sejalan lagi di organisasi 
tersebut. Adapun proses kaderisasi secara informal. Pada umumya 
kaderisasi yang dilakukan oleh kampus umum adalah melalui lembaga 
dakwah kampus dan kelompok-kelomok diskusi kecil, sedangkan untuk 
kampus yang berbasis agama Islam biasanya mereka dianjurkan dari 
pondok atau dari alumni atau senior mereka. 
Dengan demikian, maka para mahasiwa baru tersugesti dari awal 
untuk mengikuti PMII dan pada akhirnya mereka masuk PMII. Pola 





C. PMII Surabaya sebagai Agen perubahan  
Organisasi PMII merupakan salah satu penegak rezim Orde Baru di 
Indonesia. Setelah belajar dari pemerintahan Orde Baru PMII 
                                                          
51
 Anggaran Rumah Tangga  Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Bab V, Pasal 12. 
52
 Kharisudin Aqib, Wawancara, di Fakultas Adab, UIN Sunan Ampel. 17 Agusrtus 2020. 
 


































mempunyai kesempatan untuk menyebarkan gagasan modernisasi, dan 
mendukung teerus pembangunan sebagai salah satu syarat untuk 
mengeluarkan Indonesia dari keterbelakangan dan keterpencilan 
Aksi-aksi tersebut adalah alat untuk meyakinkan opini masyarakat 
Indonesia, kritik-kritik Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia terhadap 
mereka yang berada dalam pemerintahan rezim ini namun tidak pernah 
sesuai dengan pandangan yang baru, serta hubungan Pergerakan 
Mahasiswa Islam Indonesia yang khas dengan kalangan kampus dan 
unsur-unsur masyarakat lainya, semuanya itu merupakan sifat-sifat dari 
mahasiswa yang perlu diperhatikan. Secara utuh, partisipasi besar dan 
kompleks dari organisai Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ini pada 
periode penegakan Orde Baru dibawah kekuasaan presiden Soeharto 
tidak boleh dianggap mudah, terlebih lagi jika hanya dianggap seakan-
akan tidak ada. Tiga peranan PMII dalam kehidupan Orde Baru yaitu 
Ideologi, politik, dan kritik . 
PMII pada periode 1966 ini adalah sebuah pelaku politik. Kader-
kader PMII yang lahir beberapa tahun sebelum munculnya angkatan 66 
dipentas perpolitikan, merupakan cerminan dari mahasiswa Nahdliyin 
pada tahun tersebut. 
Berkat pengalaman dan reputasinya dalam berjuang dalam  
menahlukan rezim Orde Lama, maka PMII menjadi konseptor dan lobby 
pemuda serta mahasiswa di Indonesia. Pergerakan Mahasiwa Islam 
Indonesia menkoordinir perjuangan melawan kekuatan-kekuatan rezim 
 


































Orde Lama, dan menstimulir berkat sikap mereka yang tegas keterlibatan 
mahasiswa dan pemuda untuk berpihak pada orde baru. Dengan 
demikian PMII sebagai organisasi penekan ni menjadi memihak kepada 
kepentingan bangsa dan negara ini. 
Kenyataan sejarah menunjukkan betapa besar peran Pergerakan 
Mahasiwa Islam Indonesia. Pada awal-awal kebangkitan Orde Baru bisa 
dilihat peran organisasi ini. Sekalipun kenyataan menujukkan bahwa ada 
perbedaan fokus dan ketajaman perhatian dari gerakan PMII dalam 
waktu kurun tahun 1960-1990 an. 
Watak yang semakin berani dan radikal terus diperlihatkan oleh 
organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia disetiap periodenya. 
Semakin mewarnainya pemikiran politik, banyak gagasan-gagasan yang 
menawarkan alternatif perubahan pada lingkungan sosia dan politik 




Sedangkan PMII Cabang Surabaya sebagai agen perubahan bisa 
dilihat pada tahun 1990. Ketua PMII Cabang Surabaya yang di pimpin 
oleh Sahabat Romli. Kepiawaian sahabat Romli memainkan peran dalam 
dua gerakan intrakampus melalui kendaraan SMPT dan organisasi ekstra 
mahasiswa lewat PMII menjadikan tokoh sentral dalam gerakan 
mahasiswa penenteng SDSB. Pangdam V/Brawijaya yang dijabat 
Mayjen R Hartono memfasilitasi Romli untuk berdialog di Jakarta. 
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Ketika SDSB mulai menanjak sebagai isu nasional yang diikuti oleh 
gelaran aksi-aksi mahasiswa di daerah-daerah, Maulidin seorang tokoh 
PMII dari UNAIR mendirikan sebuah forum yang bernama FORMASA 
(Forum Mahasiswa Surabaya) pada akhir tahun 1992 yang 
beranggotakan sebagian besar anak-anak PMII. Tahun selanjutnya 
mereka melakukan pendampingan masyarakat dan mengeluarkan 
statement dalam selebaran. Dan sesekali menggelar aksi besar diawal 
tahun 1993. 
Beberapa waktu setelah FORMASA berdiri disusul oleh FKMS. 
Kehadiran FKMS tidak mengurangi kegiatan FORMASA karena masih 
tetap dianggap sebgai otoritatif ketimbang FKMS. Karena FORMASA 




D. PMII Surabaya dalam realitas Sosial Budaya Politik 
Pada tanggal 17 April 1960 bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 
1379 H Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia yang diplokamirkan di 
Balai Pemuda Surabaya dan ketua pertama yang menjabat adalah sahabat 
Mahbub Djunaidi. Pada haari itu juga Pergerakan Mahasiswa Islam 
Indonesia menetapkan diri sebagai hari lahirnya organisasi.
55
 Selama 
perjalan PMII cabang Surabaya juga bergerak dalam berbagai bidang 
dalam massa Orde Baru untuk bentuk kepedulian terhadap lingkungan 
sekitar. 
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1. Dalam realita Sosial 
Dalam bidang ini PMII Surabaya sering bergerak terjun 
untuk melakukan hal hal sosial. Pada tahun tahun awal adanya 
PMII cabang Surabaya mengadakan bakti sosial di Surabaya. 
Bukan hanya di Surabaya juga melainkan juga keluar kota salah 
satunya di Madura, Bawean dan Lamongan. Adapun PMII cabang 
Surabaya juga mengadakan tentiran atau tes untuk calon 
mahasiswa baru di setiap kampus kegiatan tersebut juga bisa 
dikatan untuk upaya promosi organisasi ini untuk perekrutan.
56
 
Adapun kegiatan sosial PMII cabang Surabaya membuat diskusi-
diskusi kecil untuk mengkaji berbagai isu-isu sosial dengan 
berbagai instasi atau pun organisasi yang lain. Salah satu kelompok 
diskusi yang terkenal pada waktu itu bernama LSAD (Lembaga 
Studi Agama dan Demokrasi). Forum Komunkasi Mahasiswa 
Surabaya (FKMS), Sekolah Rakyat Surabaya (SRS) itupun di 




2. Dalam realitas Budaya 
Dalam realitas kebudayaan PMII cabang Surabaya sering 
mengadakan diskusi lintas agama dalam skala kecil ataupun dalam 
skala kota se Surabaya. Adapun mereka membuat pertunjukan kecil 
setiap ada isu-isu nasional. Pemeran pertunjukan tersebut biasnya 
                                                          
56
 Widjoyo Muridan, PENAKLUK REZIM ORDE BARU (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999), 
317. 
57
 Zainul Arifin, Wawancara, Ketintang. 5 Desember 2019. 
 


































dilakukan oleh kader-kader PMII cabang Surabaya yang dimana 
latar belakang mereka ikut dalam komunitas seni atau teater di 
lingkungan atau kampus-kampus mereka. 
3. Dalam realitas Politik 
Selain bidang diatas PMII cabang Surabaya sebagai organisasi 
massa dan organisasi politik juga banyak melakukan aksi-aksi yang 
dimana aksi tersebut ditunjunkan karena reaksi politik pada masa 
Orde Baru yang sudah tidak adil untuk masyarakat Surabaya. Salah 
satunya lewat organisasi atau komunitas Arek-arek Suroboyo Pro 
Reformasi (ASPR), Arek-arek Pro Reformasi (APR), konsep 
„AREK‟ diilhami oleh kandungan semanagat kepahlawanan 10 
November 1945. ASPR dan APR itu juga bagian dari sayap 
organisasi dari FKMS. Dalam realita politik PMII cabang Surabaya 
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KONDISI SOSIAL MASYARAKAT INDONESIA PADA MASA ORDE 
BARU 
A. Kondisi dalam bidang politik 
Dalam bidang politik tedapat banyak sekali peristiwa penting yang terjadi 
didalamnya dan berikut merupakan peristiwa-peristiwa politik pada masa 
presiden Soeharto. 
1. Transisi orde lama ke Orde Baru 
Pada tahun 1966 sampai 1967 di Indonesia terjadi dualisme 
kepemimpinan nasional. Jendral Soeharto yang memimpin 
pemerintahan sementara dipihak lain ada Presiden Soeharto yang 
masih aktif sebagai Presiden negara. Suasana konflik politik amat 
kondusif untuk terjadimya perpecahan nasional . 
59
 
Pada tanggal 2 mei 1966, presidium KAMI pusat menyampaikan 
nota politik kepada DPR GR mengenai pemerintah UUD 1945 dengan 
konsekuen terutama tentang pengangkatan anggota DPR/MPRS dan 
mengesahkan surat perintah 11 maret 1966 (SUPER SEMAR) untuk 
mengamankan jalanya revolusi. Sebelas orang anggota front pancasila 
beserta KAMI dengan nada yang sama mennandatangani pernyataan 
kebulatakan tekad. Dalam menanggapi suasana masalah itu, pada 
tanggal 5 Mei 1966 pimpinan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia 
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mengeluarkan pernyataan yang isinya penegasan  posisi ABRI dalam 
suasana konflik politik yang sedang terjadi saat itu.
60
 
Setelah keluarnya surat perintah 11 maret 1966 usaha untuk 
merintis jalan menuju kepada iklim politik yang stabil itu pun mulai 
berlangsung. MPRS melakukan persidangan dari tanggal 20 Juni 
sampai 5 Juli 1966 yang menghasilkan 24 ketetapan MPRS dan satu 
keputusan .No.5/MPRS/1966. Menyadari fungsinya selaku lembaga 
yang menentukan garis besar haluan Negara, MPRS pada waktu itu 
bersamaan me ngeluarkan ketetapan MPRS .No.XIII/MPRS/1966 
tentang pembentukan Kabinet Ampera. Adanya Kabinet Ampera 
merupakan bentuk pelaksanaan dari Tritura dalam bidang ekonomi, 
keuangan, dan pembangunan. 
Pada tanggal 7 Februari 1967 jendral Soeharto menerima surat 
rahasia dari presiden Soekarno dengan peratara Hadi, S.H. surat 
tersebut dilampiri sebuah konsep (draf) surat penugasan mengenai 
pimpinan pemerintah sehari-hari kepada pemegang surat perintah 11 
Maret 1966. Pada tanggal 8 Februari 1967, oleh jendral Soeharto, 
konsep tersebut dibahas dan dibicarakan bersama keempat panglima 
angkatan bersenjata. Jendral Soeharto dan para panglima 
menyimpulkan bahwa konsep tersebut belum bisa menyelesaikan 
konflik politik yang sedan terjadi ini. 
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Jendral Soeharto bertemu dengan presiden Soekarno untuk 
membahas surat penugasan khusus pada tanggal 10 Februari 1966. 
Presiden kemudian menanyakan kemungkinan yang baik untuk 
menyelesaikan konflik ini. Keesokan harinya Jendral Soeharto 
mengajukan suatu konsep yang mungkin bisa mempermudah 
penyelesaian konflik politik yang sedang terjadi di Indonesia. 
Konsep yang diajukan oleh jendral Soeharto itu berisikan tentang: 
bedasarkan ketetapan MPRS No. XV/ MPRS/1966 yang berisikan 
presiden untuk berhalangan atau presiden harus menyerahkan 
kekuasaan pemerintah kepada pemegang surat perintah 11 Maret 1966. 
Sesuai dengan janji presiden Soekarno pada tanggal 12 Februari 1967. 
Pada tanggal 13 Februari 1967, panglima berkumpul kembali 
untuk mendiskusikan konsep yang akan diajukan kepada presiden 
sebelum diberikan kepada presiden Soekarno. Pada pukul 11.00 para 
panglima mengutus jendral Polisi Soetjipto Joedodihardjo dan jendral 
Panggabean untuk menghadap presiden. Dalam pertemuan antar 
panglima ini mereka belum menemukan kesamaan dalam bependapat 
dikarenakan masih banyak hal yang tidak bisa dipenuhi itu harus 
dirubah menurut Presiden Soekarno. 
Pada tanggal 19 Febuari diadakan pertemuan di istana Bogor. Isi 
dalam pertemuan tersebut menjelaskan presiden Soekarno tetap 
menolak mentandatangani konsep yang sudah diajukan oleh Soeharto. 
Sore harinya panglima angkatan laut Laksaman Mulyadi dipanggil 
 


































oleh pesiden. Laksamana Mulyadi datang menghadap dengan 
konsepan yang telah dipersiapkan. Presidenn menyetujui dengan 
perubahan-perubahan kecil. 
Pada tanggal 20 Februari, Laksamana Mulyadi dan Panglima 
Angkatan Soetjipto dipanggil menghadapa presiden. Kemudian konsep 
itu ditandatangani pada hari itu juga. Presiden meminta agar 
diumumkan hari kamis. Setelah diketahui tentang hari pengumuman 
penyerahan kekuasaan itu, pada hari kamis sore Jendral Soeharto 
memanggil semua menteri ke kantor presidim Kabinet, Merdeka Barat 
15. Semua Menteri tidak ada yang tahu maksud pemanggilan Jenderal 
Soeharto, kecuali para panglima angkatan. 
Pada hari Kamis pukul 19.00, bertempat di Istana Negara Jakarta, 
dengan disaksikan oleh Ketua Kabinet Ampera dan para menteri, telah 
resmi diserahkan kekuasaan ketetapan MPRS No. IX/ MPRS/ 1966 




2. Fusi partai  
Partai PNI, IPKI, Parkindo, partai Khatolik, dan Partai Murba lima 
partai politik ini tergabung dalam kelompok Demokrasi Pembangunan, 
telah mengeluarkan pernyataan bahwa mereka telah setuju untuk 
mengelompokkan diri pada 9 Maret 1970.
62
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Dalam mekanisme politik Demokrasi Pancasila, musyawarah 
antara wakil-wakil rakyat harus selalu diadakan setiap membuat 
keputusan-keputusan, yang hasil akhirnya adalah kemufakatan. 
Demikian juga tidak diperkenankan voting sebagai tanda untuk 
memenangkan suara mayoritas. Pada tahun 1973 pemerintah 
mengambil kebijakan penyederhanaan partai politik. Demi memilih 
kepentingan mereka partai politik melakukan oposisi di pemeintahan 
dan mereka kurang memperhatikan progam-progam pembangunan 
negeri. Karenanya,  sudah sangat efekti sekali kebijakan 
penyederhanaan partai untuk partai memusatkan dan mengontrol 
kekuasaan ditangan penguasa. 
Penyerderhanaan partai merupakan suatu bentuk tindakan politis 
dari kegagalan pengalaman traumatis partai-partai politik di era 
Demokrasi. Semakin banyaknya partai dan ideologi dianggap sama 
dengan banyaknya jumlah onfli yang dibuatnya. Maka dari itu 
pemerintah melakukan penyederhanaan untuk partai politik di 
Indonesia. 
Hasil dari penerapan kebijakan itu menghasilkan pembentukan 
Golkar, PDI dan PPP. Pada tanggal 5 Januari 1973 PPP secara formal 
terbentuk, merupakan fusi dari empat partai Islam yakni PSII, NU, 
Parmusi dan Perti. Sedangkan penggabungan dari PNI, Parkindo, IPKI, 
Partai Khatolik dan Partai Murba jadi PDI yang formalnya berdiri pada 
10 Januari 1973. 
 


































Setelah kedua partai politik tersebut terbentuk, pada tahun 1974 
pemerintah mengajukan RUU tentang partai politik dan Golongan 
Karya yang isinya hanyalah melegitimasi keadaan yang telah ada. 
Tidak dijelaskan secara detail dalam RUU apa yang dimaksud dengan 
partai politik dan  apa yang dimaksud dengan Golongan  Karya. 
Didalam RUU tersebut hanya menyebutan secara difinitif bahwa hanya  
Golongan karya (GOLKAR), Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan 




3. Penerapan Asas Tunggal. 
Setelah berhasil menerapkan dan menjalankan progam P4, 
pemerintah Orde Baru melangkah lebih jauh untuk membuat kebijakan 
lagi untuk menuai hasil yang lebih signifikan dan lebih strategis dalam 
rangka untuk menyempurnakan kebijakan yang sudah dibuat 
sebelumnya. Pertama, semua partai politik dan golongan karya harus 
menjadikan pancasila sebagai satu-satunya asas dalam berorganisasi. 
Kedua, semua organisasi kemasyarakatan wajib memberlakukan 
bahwa pancasila sebagai satu-satunya asas yang di tetapkan dalam 
berorganisasi. 
Banyak faktor yang mendasari presiden Soeharto untuk 
memberlakukan asas tunggal Pancasila untuk semua organisasi yang 
bergerak dalam bidang kemasyarakatan maupun dalam bidang politik. 
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Ada dua alasan yang mendorong pemerintah memberlakukan asas 
tunggal Pancasila yang pertama yaitu, pemerintah tampaknya telah 
belajar dari pengalaman kampanye pemilu sebelumnya dimana saat 
kampanye sering terjadi pertarungan fisik (yang sering berakibat fatal). 
Kedua, secara idiologis Pancasila akan menepati posisi yang lebih kuat 
dalam kehidupanya sosial maupun secara nasional.
64
 
Silang pendapat dikalangan para pemimpinan organisasi 
kemasyarakatpun terjadi dikarenakan gagasan asas tunggal pancasila 
bagi partai politik dan golkar yang dicanangkan oleh perintah 
sebagaimana tertuang dalam GBHN 1985. Masyarakat masih banyak 
yang bertanya apakah ini juga diberlakukan untuk organisasi 
kemasyarakatan. GBHN pada tahun 1983 tidak menjelaskan secara 
jelas bahwa semua organisasi kemasyarakatan harus memakai 
Pancasila sebagai asas tunggal di organisasi itu, dalam aturan tersebut 
tertulis cuma menyebutkan undang-undang akan mengatur organisasi 
kemasyarakatan. Kemudian klarifikasi tentang diberikan oleh Menteri 
Muda Urusan Pemuda dan Olahraga, Abdul Ghafar pada tanggal 30 
Agustus 1983 setlah berkonsultasi dengan Soeharto. Ia menegaskan 
bahwa penerapan kebijakan asas tunggal juga berlaku bagi organisasi 
kemasyarakatan dan undang-undang untuk ini, setelah ini mendapat 
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B. Kondisi dalam bidang ekonomi dan infrastruktur 
Dalam bidang ekonomi dan ifrastruktur presiden Soeharto mempunyai 
agenda tahunan yang bisa dinamakan Rencana Pembangunan Lima Tahun. 
Berikut adalah penjelasan REPELITA selama Presiden Soeharto menjabat. 
1. Repelita 1 
Pada tanggal 1 april 1969 Repelita I dimulai, Sejak Oktober 1966 
usaha-usaha stabilisasi di bidang ekonomi dan politik yang telah 
dijalankan. Tujuan Repelita I ialah meletakkan dasar-dasar bagi 
pembangunan dan sekaligus meningkatkan taraf hidup rakyat dalam 
tahap-tahap yang berkelanjutan, sedangkan sasaran yang hendak 
dicapai ialah sandang, pangan, perbaikan untuk segala prasarana, 
perluasan lapangan kerja, perumahan untuk rakyat, dan  
kesejahteraan umat beragama. Pemerintah saat ini sangat menitik 
beratkan pembangunan di bidang pertanian dikarenakan mayoritas 
masyarakt Indonesia masih menggantungkan kehidupanya dibidang 
ini.66 
Dalam tahun ini jika dibandingkan tahun lalu terdapat 
kemajuan dibidang produksi. Hal ini terutama terlihat dalam 
produksi tekstil, beras, minyak, nikel, timah, karet dan  lain-lain.67  
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Peningkatan sebagian besar juga dialami dalam bidang pertanian. 
Produksi beras mengalami kemajuan  sekitar 4% pertahun. Kenaikan 
rata-rata 37,4% setahun untuk produksi kayu, khususnya kayu rimba. 
Kemajuan dalam sektor perikanan memperlihatkan hal-hal yang 
sangat memuaskan. Hasil ekspor ikan, terutama udang, naik bekisar 
62% pertahun. Itensifikasi pengusaha hutan-hutan di luar Jawa telah 
menyebabkan naiknya volume ekspor kayu sehingga devisa yang 




Peningkatan produksi industri juga terlihat antara lain pada pabrik 
pupuk pusri di Palembang dan juga mulai berjalanya Petrokimia di 
Gresik dan pembangunan pabrik pupuk di kota Jatibarang, Jawa barat. 
Produksi bahan-bahan bangunan pun terus meningkat salah satunya, 
produksi semen juga mengalami peningkatan sebesar 51%. Sedangkan 
industri tekstil mengalami kemajuan juga dalam produksi bahan tekstil 
dan benang tenun. Benang tenun meningkat menjadi 316.247 bal pada 
akhir Repelita I dari 177.000 bal pada awal Repelita I, sedangkan 
bahan-bahan tekstil meningkat menjadi 920 juta meter yang 
sebelumnya hanya 449,8 juta per tahun. 
Dalam bidang minyak bumi pemerintah menemukan sumber-
sumber minyak baru di daratan dan di lepas pantai, antara lain di pantai 
Utara Jawa Barat dan di pantai Kalimantan Timur. Selama Repelita I 
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telah didirikan juga pengolahan minyak bumi di Dumai dan di provinsi 
Riau dibangun juga pengolahan minya di daerah sungai pakning, 
sedangkan di Cilacap masih dalam taraf penyelesaian untuk 
pembangunan kilang minyak. 
Pusat-pusat tenaga listrik dalam pembangunan, telah selesai juga 
dibangun pusat-pusat tenaga listrik antara lain Pusat Listrik Tenaga Air 
Karangkates, Selorejo, dan Riam Kanan. Selain itu, dibangun juga 
pembangkit listrik tenaga uap antara lain Pusat Listrik Tenaga Uap 
Makassar dan Tanjung Priok. Untuk menyebarkan prasarana listrik 
telah pula dibangun pusat tenaga diesel di berbagai tempat, seperti di 
provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Aceh, Nusa Tenggara 
Barat, Papua, Maluku, dan beberapa di kota-kota dalam pulau Jawa 
sendiri. 
Dalam periode Repelita I telah selesai direhabilitasi jembatan 
sepanjang 20.331 meter dan juga di rehabilitasi jalan-jalan Negara 
sepanjang 6.555 km, disamping itu peningkatan sarana dalam 
transportasi juga ditingkatkan yaitu perbaikan jalan negara sepanjang 
3.385 Km dan jembatang sepanjang 15.503 meter. Selain itu, dibangun 




Di bidang pendidikan, telah didata lebih dari 10.000 urang guru 
oleh pemerintah. Selain itu, telan dikerjakan pula pemerintah untuk 
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menangani masalah di bidang pendidikan yaitu ketidak seimbangan 
jumlah murid baik diantara berbagai tingkatan pendidikan maupun 
antara berbagai jenis pendidikan. Selama Repelita I lebih dari 63,5 juta 
buku untuk murid dan guru dilah dibagikan secara menyeluruh. Pada 
akhir tahun Repelita I bedarkan Inpres no. 10 telah dibagikan pula 3,6 
juta buku untuk kelas 1 sekolah dasar. Selain itu,  pembangun gedung 
sekolah dasar sebanyak 6.000 buah sedangkan sejumlah guru telah 
diangkat sebanyak 57.740 orang, terutama guru sekolah dasar. 
Pembangunan kesehatan selain progam keluarga berencana, 
adapun juga peningkatan pembangunan untuk memberantas penyakit 
menular. Untuk itu, dilakukan pembangunan dan rehabilitasi sarana 
kesehatan, yaitu balai kesejahteraan ibu dan anak, balai pengobatan, 
pusat kesehatan masyarakat (PUSKESMAS), dan pembanguan rumah 
sakit di tingkatan kabupaten dan provinsi. 
2. Repelita 2 
Pada tanggal 1 April 1974 Rencana Pembangunan Lima Tahun ke 
2 dimulai. Hasil-hasil  yang  telah di capai dalam Repelita I merupakan 
titik tolak bagi pelaksanaan Repelita II. 
Bedasarkan keberhasilan Repelita 1, sasaran-sasaran utama 
Repelita II adalah : 
a. Tersedianya bahan-bahan untuk pembangunan perumahan dan 
tidak mengesampingkan fasilitas lain untuk kepentingan 
rakyat . 
 


































b. Tersedianya bahan pangan dan sandang yang serba kecukupan 
dengan mutu yang bertambah baik lagi pula terbeli oleh 
masyarakat pada umumnya. 
c. Kepentingan kesejahteraan masyarakat lebih penting agar 
masyarakat lebih baik dan lebih merata. 
d. Keadaan prasarana yang makin meluas dan sempurna. 
e. Meluasnya lapangan pekerjaan kerja.70 
Berbagai tantangan yang harus dihadapi pemerintah dalam 
melaksanakan Repelita II. Berkurangnya kegiatan ekspor hasil 
produksi Indonesia disebabkan sedang kacaunya kegiatan ekonomi di 
negara-negara industri. Sementara itu, pembangunan menjadi 
terhambat dikarenakan banyaknya negara-negara industri mengalami 
inflasi. Tantangan lain disebabkan oleh krisis pertamina. Meskipun 
harga minyak dunia dipasaran naik, hal ini tidak memberikan manfaat 




Produksi kerajinan rakyat juga mengalami peningkatan, industri 
kecil, industri menegah, dan industri besar. Produksi tekstil terus 
melonjak menjadi 1,3 miliar meter yang sebelumnya cuma 900 juta. 
Jika sebelum Repelita II kebutuhan pupk urea selalu di impor dari luar 
negeri, pada akhir Repelita II indonesia mampu menyediakan pupuk 
urea untuk keperluanya sendiri, bahkan Indonesi sudah dapat meng 
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ekspor diatas pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Ekspor pupuk urea 
dilakukan terutama di Negara-negara ASEAN. Selain itu, Indonesia 
juga sudah mampu mengekspor semen ke berbagai Negara di Eropa 
dan ASEAN. 
Dalam bidang perhubungan telah tercatat rehabilitasi jembatan 
sepanjang 21.000  meter dan jalan  sepanjang 8.000 km. Selain itu, 
telah baru dibangun juga jalan sepanjang 850 km dan penambahan 
jembatan baru sekitar 6.500 buah. 
Dalam bidang pembangunan ekonomi Indonesia terdapat tiga 
sektor yang harus dikembangkan, yakni sektor Negara, sektor swasta, 
dak sektor koperasi. Selama Repelita II berhasil dibangun rumah inti 
dan rumah sederhana sebanyak  70.000 buah yang ditugaskan kepada 
perusahaan umum PERUMNAS (Perumahan Nasional), selain itu, 
telah ditingkatkanya pula rumah-rumah di desa-desa terpencil. 
Dalam bidang pendidikan, progam ini telah berhasil melampaui 
target yang sudah ditentukan, baik dalam  hal rehabilitasi, 
pembangunan gedung-gedung sekolah baru, penyediaan buku-buku 
pelajaran, pengakatan guru, maupun dalam hal peningkatan mutu 
pendidikan lainya. 
Peningkatan dalam  bidang komunikasi terlihat juga pada 
kemajuan-kemajuan yang dicapai pada sektor telepon. Satelit 
domestic palapa telah mempermudah  hubungan antara semua 
provinsi dan kota-kota di Indonesia. Siaran RRI telah 
 


































mencapaiseeluruh provinsi di Indonesia. Jumlah pemancar naik 
menjadi 180 buah. Hal yang serupa terjadi pada TVRI yang 
memperlihatkan penambahan jumlah stasiun penyiaran, stasiun 
pemancar, dan stasiun penyambung.
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3. Repelita 3 
 Pada tanggal 1 April 1979 progam Repelita ke 3 akan segera 
dijalankan sampai pada tanggal 31 Maret 1984. Seperti pada Repelita I 
dan II, trilogi pembangunan masih digunakan dalam Repelita III yang 
diutamakan dalam pemerataan dalam pembangunan. Asas pemerataan 
itu akan dituangkan dalam berbagai langkah dan kegiatan antara lain 
melalui 8 jalur pemerataan, yakni : 
a). Pemerataan pembangunan dalam bidang pangan, sandang, dan 
perumahan. 
b). Pemerataann kesempatan berpatisipasi untuk generasi muda dan 
wanita untuk berpartisipasi dalam pembangunan. 
c). Pemerataan untuk pembagian yang rata. 
d).  Pemerataan peluang lapangan kerja 
e). Pemerataan untuk berwirausaha. 
f). Pemerataan untuk mendapatkan pendidikan dan kesehatan yang 
layak. 
g). Pemerataan pembanguan wilayah yang merata. 
h). Pemerataan memperoleh keadilan. 
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Peningkatan mutu untuk golongan kelas bawah lebih ditujukan 
dengan dibangunya perumahan rakyat dan perbaikan kampung-
kampung. Pembangunan perumahan melalui perumnas di daerah 
pemukiman kota akan terus ditingkatkan dan diperuas ke berbagai 
kota akan selalu diusahakan. Melalui bank tabungan negara, 
pembangunan perumahan rakyat akan membangun kurang lebih 
30.000 rumah. 
Dibidang pendidikan, pembangunan menekankan pendidikan dasar 
serta peningkatan pendidikan teknik dan kejuruan pada semua tingkat 
akan diperluas lagi. Kesempatan belajar pada madrasah ibtidaiyah dan 
sekolah dasar, pada tahun 1983/1984, akan terbuka untuk lebih kurang 
22juta anak pada pendidikan dasar yang berusia di bawah 7 tahun dan 
diatas 12 tahun. Sementara itu, sekolahan lanjutan tingkat pertama 
diarahkan agar dapat menampung 85% lulusan  SD, sedangkan 
sekolah lanjutan tingkat atas menampung 90% lulusan SLTP. Selain 
itu, akan ditingkatkan pula pembangunan pusat kesehatan masyarakat 
di kota, kecamatan, dan pembantu PUSKESMAS di desa-desa.
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Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan 
dunia usaha swasta, pemerintah nasional memberikan perhatian lebih. 
Perluasan itu terutama ditunjukan terhadap pengusaha kecil golongan 
ekonomi lemah dengan caraa memberi kredit yang bersyarat ringan 
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dan bantuan keahlian. Selain itu, akan diberikan bantuan pemasaran, 
antara lain dengan jalan memberikan jalan prioritas untuk memperoleh 
tempat penjualan di pusat pertokoan dan pasar-pasar tradisional. 
Segi lain yang juga mendapat perhatian ialah penerbangan baru. 
Pada akhir Repelita 2 jumlah penerbangan baru semakin diperluas dari 
75 lokasi udara menjadi 105 lokasi.  Selain penambahan jumlah 
bandara udara pemerintah juga menambah jumlah pesawat dan 
frekuensi penerbangan juga ikut ditingkatkan. Hal ini juga mengalami 
peningkatan dibidang perhubungan lautan perhubungan darat dan 
hubungan antaraa daerah dengan daerah lain semakin lanar, dan 
dengan demikian dapat dicapai pemerataan penyebaran pembangunan. 
Segi lain yang juga mendapat perhatian ialah penerbangan 
pemerataan, tetapi hal itu tidak melupakan pembangunan dibidang 
yang lain. Di bidang ekonomi akan diusahakan pertumbuhan sebesar 
6,5% setahun. Dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 2%, 
pendapatan riil per kapita diharapkan naik sebesar 24% dalam waktu 
lima tahun. Gambaran singkat perkiraan pertumbuhan ekonomi 
menurut sektor adalah sebagai berikut : 
a. Pertanian : 3,5% 
b. Industri : 11% 
c. Pertambangan : 4% 
d. Bangunan : 9% 
e. Pengankutan : 10% 
 


































f. Lain-lain : 8%74 
4. Repelita 4 
Suksenya Repelita 3 telah menuai hasil-hasil positif yang menyebabkan 
suasana perekonomian terasa baik, hingga pelaksanaan tahap keempat Pola 
Umum Pembangunan Jangka Panjang. 
Tujuan  pembangunan Repelita IV ialah : Pertama, menanamkan 
landasan yang kuat untuk tahap pembangunan yang selanjutnya, dan 
Kedua, meningkatkan taraf hidup, kecerdasan, dan kesejahteraan untuk 
masyarakat yang semakin adil sekaligus merata. 
Setelah melihat hasil-hasil dari pembangunan dalam Repelita ke 3 serta 
sekaligus belajar dari pengalaman selama Repelita 1,2 dan 3 yang sudah 
terleksanakan sampai sekarang, Indonesia merencanakan untuk mempercepat 
pembangunan supaya terciptanya landasan yang kuat untuk tumbuh dan 
berkembang atas kekuatanya sendiri menuju kehidupan yang lebih Pancasila. 
Landasan yang kuat tersebut meliputi bidang Ekonomi, Agama dan Kepercayaan 
Terhadap Tuhan Yang Maha Esa; Sosial Budaya, Politik, dan Pertahanan Keamanan, 
sebagaimana ditetapkan di dalam Garis-garis Besar Haluan Negara. Oleh karena itu 
dalam Repelita IV akan diusahakan terciptanya kerangka landasan untuk tumbuh 
dan berkembang terus agar kemudian dapat dilanjutkan terus dalam Repelita V, 
sehingga dalam Repelita VI nanti bangsa Indonesia sudah benar-benar dapat 
tinggal landas untuk memacu pembangunan menuju terwujudnya masyarakat 
yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. 
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5. Repelita  5 
Rencana pembangunan jangka panjang 25 tahun pertama, yang akan 
diselesaikan bersama dengan selesainya pelaksanaan Repelita ke 5. 
Progam ini akan terus dilanjutkan, ditingkatkan, dan akan dierluas lagi 
dalam rencana pembangunan jangka panjang 25 tahun yang kedua pada 
Repelita 6 nanti. 
Tujuan utama pembangunan jangka panjang 25 tahun dalam bidang 
ekonomi adalah tercapainya keseimbangan perekonomian dan 
terpenuhinya kebutuh pokok masyarakat Indonesia, denga menitik berat 
kekuatan industri yang didukung oleh bidang agraris yang kuat. Keadaan 
seperti inilah yang akan menjadi landasan dalam bidang ekonomi dan 
untuk mengantarkan pembangunan Indonesia dalam Repelita 6 yang akan 
dimulai dengan kekuatan dari negeri sendiri  untuk menuju terwujudnya 
sila ke lima dari Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat 
Indonesia. 
Dalam bidang agama, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan 
sosial-budaya, sasaran utama pembangunan adalah keselarasan 
kehidupan manusia dan masyarakat Indonesia dalam hubungannya 
dengan Tuhan Yang Maha Esa, dengan sesama dan alam sekitarnya serta 
adanya kemantapan keseimbangan dalam kehidupan jasmani dan 
rohani. Manusia dan masyarakat Indonesia mempunya karakteristik untuk 
terus dinamis dan semangat gontong-royong yang sangat tinggi, sehingga 
 


































terasa sangat sanggup untuk mencapai tujuan bersma dengan 
memanfaatkan landasan keseimbangan di bidang ekonomi. 
Di bidang politik khususnya politik dalam negeri, memantapkan 
kesadaran kehidupan politik dan kenegaraan berdasarkan Pancasila dan 
UUD 1945 bagi setiap warga negara adalah sasaran utama pembangunan 
saat ini, sehingga jalan untuk menuju kelancaran tujuan nasional tellah 
tertanggungkan. Di bidang politik luar negeri, masih dalam landasanya yaitu 
bebas dan aktif, Indonesia diharapkan akan terus meningkatkan perannya 
dalam bentuk terciptanya perdamaian dunia yang abadi, adil, sejahtera. 
Di bidang pertahanan keamanan, sesuai doktrin pertahanan keamanan 
nasional maka diciptakanlah sistem keamanan rakyat semesta yang mampu 
mensukseskan dan mengamankan perjuangan Indonesia pada umumnya, 
pembangunan nasional pada khususnya Indonesia tidak lepas dari ancaman 
dari dalam maupn luar negeri, sehingga usaha bangsa Indonesia untuk 
mencapai tujuan nasional tetap aman dan terjaga dengan baik. Untuk 
pelaksanaan doktrin diatas, ABRI yang tumbuh dari dan untuk rakyat untuk 
selalu meneggakan dan mengisi kemeredekaam adalah suati inti dari sistem 
pertahanan keamanan rakyat Indpnesia. Selain menjadi kekuatan pertahanan 
kemanan nasional ABRI juga sebagai kekuatan sosial. 
Dengan tercapainya sasaran-sasaran tersebut akan tercipta landasan yang 










































C. Kondisi dalam bidang sosial, pendidikan, dan  keagamaan 
Adanya rezim Orde Baru tidak hanya berdampak dalam bidang politik dan 
ekonomi saja. Melainkan banyak juga yang lain seperti dibidang sosial, 
bidang pendidikan, dan keagamaan. Berikut penjelasanya: 
1. Penanganan Rezim Orde Baru Terhadap Etnis China di Indonesia 
Pada era rezim Orde Baru, insiden anti orang Cina terjadi di 
berbagai tempat di Indonesia meskipun tidak bersamaan. Kebijakan 
rezim Orde Baru lebih tertata terhadap etnis Cina jika dibandingkan 
dengan kebijakan negara yang sebelumnya. Pemerintah menganggap 
tragedi September 1965 merupakan ketidak asimilasinya etnis Cina 
dalam masyarakat Indonesia. Oleh karena itu gencarnya progam 
asimilasi terus dijalankan oleh pemerintah Orde Baru. Pemerintah 
mengeluarkan Intruksi Presiden No.14 tahun 1967 mengenai 
pelanggaran agama, kepercayaan, dan adat istiadat Cina yang 
mengakibatkan perubahan dalam kehidupan ertnis Cina. Pemerintah 
melakukan proses marginalisasi dengan cermat. Partisipasi dalam 
bidangi politik dihambat dengan berbagai alasan, termasuk dalam 
bidang sosial dan budaya.
76
 
Pemutusan hubungan leluhur dengan mengganti nama bagi wni 
yang memakain nama Cina merupakan bentuk progam asimilasi 
pemerintah terhadap etnis Cina, melarang mengedarkan segala jenis 
barang dengan cetakan bahasa cina, sekolah-sekolah cina harus ditutu 
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dan pindah ke sekolah yang pengajaranya dalam bahasa Indonesia. 
Koran berbahasa Cina juga dilarang beredar dan terbit. Organisasi cina 
saat itu juga dilarang seperti perhimpunan masyarakat yang bedasarkan 
tempat asal atau peraakan. 
Kosentrasi di bidang ekonomi masih dilakukan etnis Cina. Bentuk 
kerjasama ekonomi pada tahun 1950-an kembali muncul pada masa 
rezim Orde Baru. Cukongisme adalah istilah dari bentuk kerjasama 
dengan orang Cina. Cukong yang berarti majikan dalam istilah Cina 
(hokkien). Istilah ini dipakai untuk seorang pengusaha Cina yang 




Pertumbuhan ekonomi merupakan orientasi utama dalam rezim 
Orde Baru ini, maka dari itu pemerintah saat itu membutuhkan 
investasi yang luas dan bersifat masal. Dalam hal ini yang memenuhi 
syarat-syarat untuk mengumpulkan modal hanyalah golongan kaum 
Cina karena pengusaha pribumi kurang bagus mengolah modal 
perusahaan. Dengan kerjasama tersebut semua fasilitas pemerintah 
mendukung kerjasama tersebut sehingga dampaknya merugikan 
perusahaan-perusahaan masyarakat pribumi. Kebijakan ini dilandaskan 
untuk kepentingan politik dan melanggengkan kekuasaanya. 
Suksenya ekonomi kaum Tionghoa pada masa Orde Baru itu 
diakibatkan kebijakan pemerintah yang sudah melahirkan sejumlah 
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konglomerat. Sehingga sentimen anti etnis cinapun terjadi lagi. 




2. Pelatihan P-4 (Pelatihan Pemahaman dan Penghayatan Pancasila) 
Pancasila merupakan asas tunggal untuk semua organisasi sosial 
politik apapun di negara Indonesia. Ketetapan ini sekaligus juga 
mencabut mandat MPR yang telah diberikan lalu ditujukan untuk 
presdien atas kewenangan untuk membudayakan pancasila sebagai 
asas tunggal. 
Pancasila dimonopoli untuk kepentingan kekuasaan harus segara 
diakhiri, dan ini menjadi tugas semua akademisi atau mahasiswa untuk 
mengkaji serta memberikan pemahaman terhadap masyarakat untuk 
memahami pancasila secara obyektif dan ilmiah. 
Manipulasi yang dilakukan oleh para penguasa masa lampau 
berdampak sangat serius, sudah banyak beredar pada saati ini bahwa 
Pancasila merupakan produk politik Orde Baru. Sehingga 
mengembangkan serta mengkaji Pancasila akan dianggap sebagai 
mengkembalikan kehormatan Orde Baru. Pandangan sinis serta upaya 
melemahkan ideology Pancasila berakibat fatal yaitu melemahkan 




                                                          
78
 Mohtar .Mas‟oed, Ekonomi dan .Struktur Politik Orde Baru .1966-1971 (Jakarta: 
LP3ES, .1989), 99. 
79
 Tim Dokumentasi presiden RI, Soeharto 1921 : Jejak Langkah Soeharto, 337 
 


































Apabila kita menelesuri awal tahun lahirnya Orde Baru, yang 
merupakan semangat baru untuk semua masyarakat Indonesia untuk 
menjalankan kembali kehidupan berlandaskan Pancasila dan UUD 45, 
maka kita akan terus teringat kembali pada tahun 1966 seorang kepala 
negara yang selalu teratur dan terus-menerus mengajak kita semua 
untuk memahami dan melaksanakan apa yang telah ditunjukkan oleh 
pandangan hidup dan dasar negara kita. 
Mewujudkan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan merupakan 
tujuan utama kita dalam kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan, 
terutama melalui pembangunan di seegala bidang. Dengan 
mengamalakan Pancasila itu, serta memahami secara mendalam dan 
benar, kita akan bisa bejalan dengan aman menuju tujuan yang sudah 
bangsa ini inginkan yaitu menjadi bangsa yang merdeka. 
Gagasan-gagasan mengenai pedoman dan menghayati pancasila 
telah ditemuakn presiden pada tanggal 12 April 1967 dan menjelaskan 
pancasila yang beliau beri nama (Ekaprasetia Pancakarsa). Bahan-
bahan yang sedang diajukan oleh presiden Soeharto kepada MPR 
untuk dipertimbangkan antara lain pertama adalah mengenai Garis 
Besar Haluan Negara (GBHN) dan yang kedua adalah mengenai P-4. 
Kedua bahan pertimbangan tersebut merupakan hasil kerja tim sebelas 
yang lebih dikenal sebagai tim “sebelas” (tim penghimpun bahan-
bahan sidang MPR), karena terdiri dari sebelas orang juga . 
 


































Sebagaimana yang telah diketahui, untuk kelancaran pelaksanaan 
tugas-tugasnya MPR memiliki alat-alat kelengkapan, mereka adalah 
Badan Pekerja (BP) dan MPR dan komisi MPR. Mebuat susunan acara 
sekaligus merumuskan rancangan putusan-putusan dalam sidang 
istimewa majelis adalah salah satu tugas dari BP dan MPR. 
Selanjutnya dalam melaksanakan tugasnya. BP MPR telah membuat 
tiga panitia Ad. Hoc. Satu diantaranya ialah panita Ad Hoc II, bertugas 
untuk menyusun rancangan ketetapan MPR tentang P-4. Bahan 
perbincangan Ad hoc II adalah rumusan naskah P-4  yang diajukan ke 
presiden sebagai pertimbangan terhadap majelis, yang merupakan 
lampiran dari isi pidato Presiden Soeharto yang telah disampaikan 
pada upacara pengambilan sumpah/janji para anggota MPR pada 
tanggal 1 oktober 1977. 
Selama tiga bulan mereka mengadakan rapat, panitia Ad Hoc.II 
MPR menetukan kesepakatan-kesepakatan berikut. Pertama, bahwa P-
4 merupakan penutupan dan pegangan hidup bermasyarkat dan 
bernegara bagi setiap warga Negara Indonesia, setiap penyelenggaraan 
Negara serta setiap lembaga kenegaraan/lembaga kemasyarakatan, 
baik daerah maupun pusat dan dilaksanakan secara utuh. Kedua, kusus 
mengenai pedoman tentang penghayatan dan pengalaman pancasila 
dan pengalaman sila ketuhanan Yang Maha Esa dipandang perlu ada 
penjelasan, penjelasan ini dianggap perlu oleh panitia Ad Hoc. II 
karena masalah-masalah yang menyangkut agama dan kepercayaan 
 


































terhadap Tuhan Yang Maha Esa dianggap cukup peka. Panitia Ad Hoc. 
II ini menghasilkan rancangan ketetapan MPR tentang P-4 yang 
kemudian diterima oleh BP dan MPR, selanjutnya merupakan bahan 
yang akan diputus oleh MPR dalam sidang umum bulan Maret 1978. 
Pada tanggal 11-23 maret 1978 bahan-bahan yang telah disiapkan 
secara matang dan sudah melewati permusyawaratan-permusyawaratan 
yang sangat panjang dan mendalam itupun akan disidangkan. Untuk 
membahas bahan-bahan yang harus diputuskan, maka majelis telah 
membentuk tiga buah komisi. Satu diantara  ketiga komisi ini ialah 
Komisi B, menggarap rancangan ketetapan tentang P-4. Sama dengan 
suasana dalam rapat panitia tersebut maka rapat-rapat dalam Komisi B, 
juga tampak kesamaan pandangan antra semua fraksi, ialah bahwa 
dirasa perlu adanya P-4 demi kelestarian kehidupan berpancasila. Ada 
juga kesepakatan yang belum tercapai perihal mengenai 
pengaplikasian dari pedoman tersebut. Semua fraksi parai politi telah 
sepakat mengatakan bahwa pancasila sebagai  pandangan hidup untuk 
berbangsa dan bernegara dalam UUD 1945 merupakan salah satu nafas 
kehidupan bagi bangsa kita.
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3. Pengadaan  SD Inpres  
Lahinya rezim Orde Baru, pendidikan menjadi perhatian utama 
pemerintah ini. Berbagai permasalahan yang dihadapi dalam berbagai 
bidang menuntut pemerintahan melaksanakan perbaikan terutama 
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dalam bidang politik dan ekonomi di mana pendidikan memegan 
peranan yang amat penting. 
Salah satu faktor terpenting yang mempengaruhi kualitas 
pendidikan adalah soal fasilitas pendidikan yang memadahi, fasilitas 
tersebut sebagai penunyang dalam menjalankan sistem pendidikan 
yang sudah dibuat oleh pemerintah. Grafik perkembangan jumlah 
murid SD tahun 1900-1970 memperlihatkan setiap tahunya selalu naik, 
bahkan kenaikanya meningkat tajam. 
Tahap pertama pada tahun 1973, Intruksi presiden No.10 tahun 
1973 terkait progam bantuan untuk pembangunan sekolah dasar 
dikeluarkan oleh presiden Soeharto. Tahap pertama pembangunan SD 
Inpres ditahun 1973 dalah tahun ini pemerintah sudah menyiapkan 
bantuan untuk membangun sekolah dasar sebanyak 6.000 gedung. 
Masing-masing Sekolah Dasar terdiri dari 3 ruangan kelas, 1 ruangan 
guru, kamar kecil dan perabot sekolah. Dalam tahap-tahap selanjutnya 
disediakan bantuan untuk tiap kali satu unit yang terdiri atas 3  ruangan 
kelas, kamar kecil dan perabor sekolah.
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Tahap kedua, pemerintah menyelesaikan gedung-gedung sekolah 
yang belum selesai di tahap pertama. Jumlah dan rincianya sama 
dengan tahap pertama yaitu 6.000 gedung sekolah dasar. Masing-
masing gedung terdiri dari 3 ruangan kelas yang dapat digunakan, 
kamar kecil, dan peralatan penunjang sekolah, dan buku-buku 
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pelajaran dasar, selain itu juga pemerintah juga menyediakan buku 
bacaan untuk melengkapi perpustakaan sekolah dasar. 
Tahap selanjutnya yaitu melalui Inpres No 6 tahun 1975 pada 
tanggal 10 april 1975. Pada tahap ini terdapat penambahan bantuan, 
diantaranya adalah dilengkapi dengan fasilitas penyediaan air bersih, 
penyediaan guru, buku-buku pelajaran pokok dan penataran guru, dan 
buku bacaan kana-kanak untuk perpustakaan, serta dimulainya 
rehabilitasi sebagaian dari jumlah Sekolah Dasar yang ada. 
Pelita II berjalan bersamaan dengan kurikulum 1975 juga mulai 
diterapkan dalam pendidikan, dimana kurikulum tersebut terdiri dari 7 
unsur pokok yang termuat dalam 3 buku: 
a) Dasar, tujuan dan prinsip-prinsip 
b) Garis-garis besar progam pengajaran  
c) Struktur progam kurikulum 
d) Sistem penyajian 
e) Sistem bimbingan dan penyuluhan 
f) Sistem penilaian 
g) Pedoman supervisi dan administrasi 
Unsur pokok terebut nantinya akan menjadi pokok utama dalam 
pembagian kurikulum SD 1975
82
 
Untuk perluasan dan pemerataan kesempatan belajar, pemerintah 
mengeluarkan Intruksi Presiden Nomor 12 tahun 1979 pada tanggal 4 
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juni 1979. Adapun isinya adalah pembangunan gedung sekolah dasar 
diantaranya adalah penambahan kelas baru, perlengkapan sekolah, 
fasilitas penyediaan air bersih dan rumah dinas penjaga sekolah, 
dilengkapi dengan penyediaan guru. Pada kebijakan kali ini 
pemerintah juga menyediakan pembangunan rumah dinas bagi kepala 
sekolah yang berada di daerah terpelosok. Tahun pertama Repelita III 
(1979/1980) jumlah murid pendidikan dasar telah mencapai 24.124 
Juta. 
Masa orde baru disebut juga era pembangunan, karena pda masa ini 
pembangunan diberbagai bidang berkembang cepat, namun 
pembangunan tersebut hanya mengedepankan pembangunan fisik, tak 
terkecuali dalam bidang pendidikan yang hanya terpusat pada pada 
pembangunan gedung-gedung sekolah, namun tenaga pendidikan 
tidak terlalu diperhatikan. 
Meningkatkan pembangunan fasilitas penujang pendidikan seperti 
berdirinya jumlah kelas yang dari tahun ke tahun selalu bertambah, 
maka jumlah murid yang ada juga semakin bertambah banyak, 
beberapa provinsipun mengalami bertambahnya jumlah murid di 
tahun 1981-1983. Semakin banyaknya jumlah murid yang ada, 
harapanya angka putus sekolah semakin menurun, tentunya dengan di 
imbangi dengan kualitas dan kantitas guru yang ada. Menurut data 
yang ada menunjukkan bahwa ketersediaan tenaga pengajar secara 
 


































kualitas menurut ijazah belum bias dikatakan professional. Jumlah 
guru yang sudah sarjana masih belum banyak.
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4. Pendirian ICMI  
Kamis 6 Desember di Universitas Brawijaya, Malang, Jawa timur, 
hari itu Presiden Soeharto memuka symposium nasional cendikiawan 
muslim. Memberikan sambutanya. Kepala negara lain mengatakan 
bahwa dinamika perubahan dunia dalam waktu yang amat cepat telah 
mendorong kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan, ekonomi dan 
teknologi. Diperlukan kejelian pengamatan dan kecepatan reaksi 
diperlukan untuk bertahan hidup dalam dunia yang bergerak cepat ini, 




Symposium itu rencananya dibuat kecil-kecilan, digulirkan lewat 
Unit Aktifitas Kerohanian Islam (UAKI) Universitas Brawijaya. Pada 
saat rencana ini dihadapkan kepada Prof. DR. Ika Rohdjatun 
Sastrahidayat dosen UB dan Dr. Fuad Amsari ekolog Universitas 
Airlangga, gagasan itu dianggap kurang besar. Kedua tokoh 
cendikiawan muslim Al-Falah itu menyarankan agar symposium 
diselenggarakan secara nasional, dengan mendatangkan B. J. Habibie 
dan Imanuddin Abdulrahim. 
Bang Imad, mantan ketua harian masjid salam ITB dan pelopor 
mendirikan MSC (Moslem Studnt Club) di Amerika ini, menanggapi 
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proposal symposium yang akang dibawa ke Habibie dengan sangat 
antusias. Selain menemui Habibie. Imad mengusulkan agar menemui 
juga menteri lingkungan hidup Emil Salim agar memimpin konferensi 
nasional itu. Pada pertemuan selanjutnya, Emil Salim setuju 
menghadiri symposium nasional tetapi menolat memimpin organisasi 
itu, dengan alasan bahwa ia terlalu tua dan memberikan saran dipimpin 
oleh Habibie dikarenakan lebih aktif dan energik. Atas saran 
Nurcholish Madjid, akan dinamai ISMI (Ikatan Sarjana Muslim 
Indonesia). 
Habibie menolak ajakan tersebut karena merasa dirinya itu seorang 
insinyur dan pembuat pesawat terbang, bukan pakar islam. Hanya 
setelah Habibie dihubungi oleh mantan menteri agama Alamsyah Ratu 
Perwiranegara maka ia setuju menemui para mahasiswa. Saran 
Imaduddin pula yang membuat para mahasiswa menundukkan 
keengganan Habibie melalui Alamsyah. Para mahasiswa dan 
pendukungnya diberi kesempatan bertemu Habibie, maka pada 23 
Agustus 1990, para mahasiswa ditemani Imaduddin, Dawn Rahardjo 
dan M. Syafi‟I Anwar diterima Habibie di gedung BPPT jl. Thamrin 
no. 8 Jakarta. Para mahasiswa dan pendukung mereka langsung 
menyampaikan gagasan. Menurut salah satu dari mereka yang hadir. 
Pertemuan berjalan seperti sebuah monolog panyang dan gelisah. 
Setelah itu, Habibie memberikan tanggapan poositif.
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Pada saat ini sudah dikatakan memasuki fase pembagian tugas. 
Habibie melakukan pendekatan ditingkat supra struktur politik 
termasuk kepada Presiden Soeharto. Sedangkan, para mahasiswa dan 
pendukungya melakukan pendekatan pada cendikiawan dalam bentuk 
susunan draft dan dukungan tertulis. Ringkasnya dapat disimpulkan 
bahwa kelahiran ICMI terjadi melalui tiga tahap yang berkaitan yaitu, 
prakarsa mahasiswa dan dukungan sejumlah cendikiawan dan 
pendekatan.  
Pada tanggal 27 September 1990 mereka mengadakan  pertemuan 
dikediaman Presiden Soeharto mengusulkan wadah tersebut diberi 
nama Ikatan Cendikiawan Muslim se-Indonesia. 
Tanggal 25-26 November 1990. 22 orang cendikiawan yang dalam 
rangka proses penggodokan pembentukan ICMI bertemu di 
Tawanmangu Solo untuk merumuskan beberapa usulan GBHN 1993. 
Sedangkan itu, pada akhi September 1990 tim anggaran dasar telah 
berhasil menyusun konsepnya bersama dengan sua tim lainya. Hasil 
rumusan mereka didialogkan dengan Habibie di rumah Menristek 
selama lebih dari 7 jam. 
Tanggal 6 Desember 1990 oleh Presiden Soeharto dengan tema 
“Membangun Masyarakat Indonesia Abad ke 21”. Dihadiri oleh tujuh 
orang menteri, jendral Try Sutrisno, dan 512 cendikiawan muslim dari 
berbagai didiplin ilmu dan profesi dari seluruh Indonesia. Penutupanya 
dilakukan dua hari kemudian oleh Wapres Sudharmono. Sejarah 
 


































mencatat, dalam masa orde baru inilah yang pertama kali bahwa 
pertemuan cendekiawan dibuka oleh Presiden Soeharto dan ditutup 
oleh Wakil Presiden yaitu B.J Habibie. Sebagaimana telah 
direncanakan symposium itu berakhir dengan kesepakatan untuk 
membentuk Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI). Sebagai 
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PERAN PMII SURABAYA DALAM  MENGHADAPI  DINAMIK 
POLITIK NASIONAL PADA TAHUN 1990-1998 
A. Krisis moneter dan Politik . pada masa Orde Baru . 
Tanda-tanda akan berakhinya rezim Orde Baru sudah bermunculan 
di Indonesia, beberapa peristiwa yang sedang terjadi di indonesia antara 
lain: 
1. Krisis moneter 
Krisis moneter yang terjadi  di negara Thailand pada tahun 1997  
merupakan awal dari menurunya nilai tukar mata uang yang ada di Asia 
Tenggara seperti Filipina, Malaysia, dan juga Indonesia. Dan pada saat itu 
kurs nilai tukar Rp 2.500/US $ terus mengalami kemerosotan mencapai 
9%. Melemahnya nilai kurs rupaiah peristiwa ini menyorot perhatian 
presiden Soeharto. Meskipun demikian, presiden Soeharto meyakini bawa 
bangsa Indonesia bisa melewati masalah ini. Turunya kurs rupiah 
menyebabkan kepanikan akan habisnya persediaan bahan-bahan makanan 
sehari-hari. 
IMF (Indonesia Monetary Fund) menyumbangkan dana sebesar 
US $43 miliar setelah presiden Soeharto meminta bantuan kepada mereka. 
Pada bulan Oktober 1997 IMF memaksa harus sering melakukan 
pembaharuan-pembaharuan kebijakan untuk pemerintahan Indonesia. 
Diantaranya, subsidi dihenttikan dan 16 bank swasta ditutup. Namun, 
usaha ini tidak mengakibatkan suatu pemecahan permasalahan. 
 


































Bank Indonesia yang melakukan intervensiagresif dipasar supaya 
menaikan nilai tukar rupiah lagi, BI mengakui bahwa lembaga tersebut 
kurang mampu untuk menahan merosortnya nilai tukar rupiah. Pada bulan 
oktober 1997 nilai tukar rupiah yang berada pada posisi Rp. 4000/ US $, 
pada bulan januari 1998 rupiah terus melemah hingga level Rp 17.000/ US 
$. Situasi ini juga mengakibatkan pada hanjurnya bursa saham di Jakarta 
(BEJ), Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berskala besar yang disebabkan 
bangkrutnya perusahaan-perusahaan modern di Indonesia. 
Pada tanggal 15 januari 1998 di tengah kondisi yang kacau, 
presiden Soeharto justru menyatakan bahwa paket IMF yang sudah 
ditandatangani malah menjurus pada ekonomi liberal. Secara tidak 
langsung pemerintah saat itu tidak akan melaksanakan perjanjian IMF 
yang berisi 50 butir kesepakatan tersebut. Krisis ekonomi di Indonesia 
semakin memburuk yang  disebabkan tarik menarik antara pemerintah 
dengan IMF. 
Pada saat krisis semakin melebar tidak terlepas pula gangguan 
sosial pun terjadi. Pada awal tahun 1998 banyak kerusuhan masyarakat 
pribumi dengan etnis Tionghoa. Mereka jadi sasaran kemarah masyarakat 
Indonesia karena di bidang ekonomi mereka begitu mendominasi pasar 
saat itu. Krisis ini bertambah meluas dalam berbagai bentuk yang bisa 
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2. Krisis Politik 
 Pada tanggal 29 mei 1997 pemilihan umum ke 6 diselenggarakan 
memberikan kemenangan pada Golkar dengan perolehan suara 74,5 %, 
PPP 22,4 %, dan PDI 3 %. Setelah pelaksanaan pemilu tersebut, pada 
bulan Maret perhatian politik mengarankan ke persidangan umum MPR 
untuk memilih presiden dan wakil presiden. Dalam sidang tersebut, Golkar 
mengusung kembali Jendral Soeharto untuk naik dalam pemilu ini. 
Pada tanggal 20 Januari 1998 Golkar secara resmi menerima 
pencalonan jabatan kepresidenan. Pada tanggal 11 maret 1998 dalam 
sidang umum MPR Soeharto terpilih menjadi presiden RI dan didampingi 
oleh B.J Habibie yang menjabat sebagai wakil presiden. Presiden Soeharto 
membentuk kabinet barunya dengan menyertakan Siti Hardiyanti 
Rukmana, salah satu putrinya, sebagai Menteri Kesejahteraan Sosial, dan 
orang dekatnya yaitu Bob Hasan, sebagai Menteri Perdagangan dan 
Perindustrian. 
 Setelah beberapa minggu Presiden Soeharto terpilih, sudah sejak 
lama para oposisi presiden Soeharto yang dibatasi mulai bermunculan lagi. 
Banyaknya aksi protes terhadap pemerintahan khusunya Soeharto yang 
ditandai oleh banyak munculnya gerakan mahasiswa sejak awal tahun 
1998. Gerakan aksi protes mahasiswa yang mulai menkristal dikampus-
kampus. Adapun garis besarnya adalah penurunan harga sembako, 
penghapusan monopoli, KKN, serta sukesi kepemimpinan nasional. 
 


































 Kesempatan massa untuk melakukan demonstrasi terjadi pada 
penutupan sidang umum MPR. Ribuan mahasiswa melakukan demonstrasi 
pada tanggal 11 Maret 1998. Aksi keluar kampus pun terjadi yang mana, 
para mahasiswa tidak mendapat tanggapan yang baik dari pemerintah. 
Menjelang bulan april 1998. 
 Kerusuhanpun sering terjadi antara aparat keamanan dengan 
mahasiswa. Tawaran untuk berdialog dengan aksi masa dilakukan jendral 
Wiranto yang pada waktu itu menjabat sebagai Menhakam. Menurut 
Wiranto, dialog sangat dibutuhkan saat kondisi kacau seperti ini. 
Sedangkan mahasiswa, menganggap tindakan yang dilakukan oleh 
Wiranto hanyalah tindakan sia-sia atau tidak efektif karena pada dasarnya 
tuntutan massa aksi mahasiswa ialah pengunduran diri Presiden Soeharto, 
reformasi politik dan ekonomi. 
 Pada tanggal 4 mei 1998 pemerintah menaikan harga BBM dan 
tarif dasar listrik yang dimana langkah yang diambil pemerintah saat itu 
bertentangan dengan tuntutan mahasiswa yang berkembang pada saat itu. 
Dalam kondisi krisis ekonomi, politik, dan kepercayaan pada pemerintah 
ini terjadi dalam maraknya aksi-aksi protes mahasiswa dan komponen 
masyarakat lainya.  
 Pada tanggal 9 mei 1998 Soeharto menghadiri konferensi G-15 di 
Kairo. Didalam pesawat menjelang keberangkatanya, Soeharto 
memintamasyarakat tenang dan memahami kenaikan harga BBM. 
 


































Meskipun demikian, berbagai elemen dari masyarakat terus ikut mewarnai 
gelombang protes kerusuhan tidak dapat dihindari.
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B. Perkembangan PMII Surabaya 
 Kampus promotor adanya PMII di Surabaya adalah dari 3 kampus. 
Yaitu Universitas Airlangga (UNAIR), Institut Teknologi Sepuluh 
November (ITS), dan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel 
yang berubah menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan ampel 
Surabaya. Pada masa-masa awal berdirinya PMII mereka secara isentif 
masih melakukan konsolidasi-konsolidasi ke dalam untuk pembenahan 
dan pengembangan organisasi. 
 Pada tahum 1960, ketua pasang surut perkembangan PMII cabang 
Surabaya yang dimana saat itu rivalitas organisasi ekstra mahasiswa masih 
sangat terjadi dengan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Banyak 
mahasiswa yang beragama Islam  bergabung sebagai kader HMI 
dikarenakan berafiliasi dengan Partai Politik Islam Masyumi dan sebagai 
simbolisasi kelompok islam yang modernis. Mereka menduduki sektor-
sektor penting di dalam kampus di Surabaya seperti menjabat di BEM 
(Badan Eksekutif Mahasiswa) dan menyebabkan perebutan calon anggota 
atau kader dari setiap organisasi ekstra tersebut agar bisa melanjutkan 
organisasi dari masa ke masa dan ketua pertama PMII cabang Surabaya 
adalah Akhyat Sutejo. 
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 Sampai pada tahun 1980 an IKIP Surabaya mendirikan 
komisariatnya. Keempat komisariat ini bertahah sampai dengan pada tahun 
1983 Universitas Merdeka pun mendirikan komisariat.Akhirnya pada era 
1990an PMII Surabaya melakukan pendirian komisariat secara merata di 
Surabaya yang di promotori oleh sahabat Kharisudin Aqib. Berikut adalah 
komisariat-komisariat yang telah didirikan pada era itu : 
1.UNAIR (Universitar Negeri Airlangga) 
2.ITS (Institut Teknologi Sepuluh november) 
3.IAIN (Institusi Ilmu Agama Negeri Sunan Ampel) 
4.IKIP Surabaya (Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan )  
5.Universitas 45 
6.UNSURI (Universitas Sunan Giri) 
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C. PMII Cabang Surabaya dan Reformasi 
Setelah lamanya berkuasa, Soeharto, keluarga dan sahabatnya yang 
harus bertanggung jawab atas semua kekacauan yang terjadi di negeri ini 
antara lain : korupsi yang demikian mengerikan, keberhasilan model 
kesejahteraan, represi, juga kacaunya perekonomian Indonesia yang 
berasal dari krisis moneter 1997-1998.
90
 
 Sejarah kelam yang ditorehkan oleh rezim otoriter Orde Baru 
dalam memperthankan Status Quo, berawal dari tragedi junta militer yang 
dipimpin langsung oleh jendral Soeharto pada tahun 1966.Kemenangan 
manipulatifmiliter atas pemerintahan orde lama dengan memperdaya 
Mahasiswa dan kelompok strategis yang berlawanan haluan politiknya 
dengan Soekarmo telah menghantarkan Soeharto ke tampuk pimpinan 
nasional. Kekuasaaan sipil secara otomatis berakhir dan beralih kepada 
kekuasaan militer sehingga proses negosiasi politik dalam perubahan 
rezim dilakukan dengan dialektika senjata. 
 Paradigma pembangunan yang paradoksal menjadi karakter Orde 
Baru. Partisipasi rakyat dalam ruang publik yang otonom sebagai 
apresiaisi kehendak rakyat dalam proses berbangsa dan bernegara 
dipangkas habis. Fasksionalisasi politik dan afiliasi ideologis sebagai 
cerminan demokrasi ditindas dengan stigma subversive yang 
membahayakan integritas bangsa dan negara.Sehngga konfigurasi 
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kekuasaan Orde Baru pengkrucut ke dalam personalisasi kekuasaan 
Soeharto. 
Pembungkaman sistematik Orde Baru dilakukan melalui 
instrumen-instrumen negara (Eksekutif, Yudikatif, dan Legislatif) sebagai 
alat pengawasan.Sistem legitimasi pengawasan negara terhadap 
warganya.Olehsebab itu hukum tidak bisa berdiri secara independen 
karena dibangun atas kepentingan kekuasaan.Misalya paket UUpolitik 
yang diciptakan oleh kekuatan politik untuk mealkukan pengawasan secara 
normatif kepada partai politik, lembaga swadaya masyarakat, ormas dan 
serikat-serikat yang berkembang di dalam masyarakat. 
Sentralisasi pengawasan yang dilegalisasi oleh perundang-
undangan dengan standarisasi kepentingan yang diinginkan dan dibangun 
oleh kekuasaan penguasas menampakkan bagaimana proses rejimentasi 
personal Soeharto berjalan dengan mulus. Pada perangkat normative 
terbangun, secara massif rejimentasi itu berjalan di tingkat kesadaran 
rakyat dan birokrasi. 
Dengan instrument legalitas formal perundangan sebagai kerangka 
mormatif pengawasan negara atas rakyat dilakukan oleh gugus institusi 
militer berperan sebagai penjamin berlangsungnya proses hegemoni dalam 
kehidupan rakyat Indonesia sehari-hari. Tindakan represif dengan 
mengedepankan kekerasan dalam bentuk terror, pembantaian, perlakuan 
tidak manusiawi dan pengasingan aktivis pro demokrasi menjadi bagian 
integral dari mekanisme kontrol kekuasaan 
 


































Hegemoni negara sebagai proses perjinakan juga  di topang dengan 
pemikiran-pemikiran yang mengobral janji transformatif semu. Negara 
menyediakan etalase untuk memamerkan kondisi pembangunan yang telah 
dicapai negara-negara kapitalis yang sudah maju di bandingkan dengan 
kondisi bangsa Indonesia yang seddang merangkak mraih kemajuan 
sebagaimana negara-negara lain. Targetnya adalah merubah  kesadaran 
kognitif rakyat atas pentingnya pengorbanan dalam pembangunanmenjadi 
kesadaran konatif sehngga rakyat secaara sukarela untuk ditindas oleh 
kekuasaan. 
Kediktatoran dan otoritas Soeharto semakin semakin menguat 
ketika mengalami sakralisasi personal.Rakyat hanya mempunyai wilayah 
pengabdian kepada kekuasaan yang sah dan tidak memiliki wewenang 
untuk memiliki hak kritik terhadap kekuasaan. Hak untuk mengeluarkan 
pendapat secara lisan maupun tulisan adalah hak prerogative institusi 
legislative sedangkan rakyat hanya sebatas mensukseskan progam-progam 
pembangunan yang digulirkan oleh kekuasaan. 
Padahal lembaga legislatif telah menjadi lingkar kekuasaan yang 
tunduk dan patuh kepada Soeharto dalam mengkooptasi lembaga yang 
merepresentasikan rakyat secara keseluruhan.Kondisi seperti ini menjadi 
semakin mengkristal Soeharto diankat menjadi dewan pembina Golkar dan 
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Orde baru lahir menggantikan Orde lama. Tapi, Kesatuan Aksi 
Mahasiswa Indonesia (KAMI), sebagai satu-satunya forum kebersamaan 
organisasi mahasiswa ekstrakampus pada waktu itu, nyaris sekarat. Pada 
1969, awal konsolidasi konsolidasi Orde Baru, mahasiswa diharuskan 
pulang kandang. Dan KAMI lumpuh total sejak musyawarah pada 
Februari 1969 yang menemui jalan buntu. 
Pada tahun 1970, para tokoh senior dari berbagai kalangan, ABRI, 
cendikiawan, dan politikus mengadakan “Diskusi Cibulan”.Dalam forum 
itu, para tokoh mahasiswa diundang pula.Dan, pertemuan mereka itu telah 
membangkitkan kembali semangat kebersamaan.Maka, lobi dilaksanakan 
secara intensif, dan akhirnya lahirlah pertemuan empat organisasi 
mahasiswa ekstra universitas antara lain GMKI, PMKRI, HMI, dan GMNI 
pada 22 Januari 1972 di Cipayung Bogor. 
Diskusi ini melahirkan pokok pikiran “Indonesia yang kita cita-
citakan”.Pertemuan itu berlangsung teratur, hingga PMII bergabung dua 
tahun kemudian.Kelima organisasi mahasiswa inilah yang kemudian 
secara popular disebut kelompok Cipayug. Bergabungnya organisasi PMII 
kedalam Kelompok Cipayung merupakan bentuk upaya penerapan citra 




Pada awal tahun 1998 dibentuklah Sekolah Analisis Sosial sebagai 
wujud resistensi PMII Surabaya terhadap kondisi politik. Poin penting 
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yang diuraikan dalam sekolah Ansos ini berpijak dari kesenjangan sosial, 
krisis nasional yang disebabkan wacana developmentalism dan pencabutan 
Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP).Situasi menjelang reformasi 
tidak dilewatkan oleh PMII yang telah menjelma sebagai kekuatan rill 
ekstra kampus. Wacana yang diusung diseputar isu demokrasi 
mendapatkan momentumnya. Penguasaan birokrasi mahasiswa sudah 
sedemikian mapan. Modalitas ini memungkinkan PMII Surabaya tampil 
kepermukaan sebagai provokator dan injector bibit wacana reformasi. 
Permainan isu-isu nasional di sekitar kampus terbukti mampu 
mengumpulkan banyak simpati kalangan dosen segala. Pada bulan maret 
1997 mahasiswa UI dan ITB turun kejalan meneriakkan reformasi dan di 
blow up media massa nasional. Kelompok Cipayung di Surabaya justru 
telah terlebih dulu telah memulai aksisnya yang diikuti oleh seribuan 




Pada tanggal 20 Mei 1998 para mahasiswa merencanakan aksi 
turun kejalan sekaligus para mahasiswa memperingati Hari Kebangkitan 
Nasional dan menetapkan hari itu sebagai Hari Reformasi Nasional. 
Namun, pecahnya aksi masapun tidak terduga lebih awal terjadi. Peserta 
demonstrasi juga semakin besar setelah kasus penembakan mahasiswa 
Trisakti.Pada saat reformasi mencapai puncaknya menjelang lengsernya 
Soeharto di bulan Mei 1998. 
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PMII yang masih dikendalikan oleh faksinya Adnan menilai Dadan 
terlalu lamban bersikap bahkan sempat disebut sebgai kaki tangan intel 
Kodam karena dekat dengan Pangdam Djaya Suparman kesemua orang. 
Ketika Cipayung dan FKMS membentuk ASPR, APR dan membentuk 
aktivis tidak punya lembaga, lalu ABRI bentukan PRD-LMND. BEM 
sendiri didukung oleh ASPR. PMII Surabaya gabung dalam Kelompok 
Cipayung karena pada waktu itu PMII Surabaya di ketuai oleh Mahrus Ali 




PMII memutuskan bergabung kedalam kelompok Cipayung. Pada 
saat itu HMI tidak melakukan hal yang sama karena rasa percaya diri yang 
berlebih. Mereka percaya telah mempunyai kekuatan yang nyata 
dikalangan kampus-kampus dengan massa dan alur gerakan yang telah 
mereka rencanakan sendiri. Selama ini, banyak yang menganggap bahwa 
kepengurusan para mahasiwa di semua organisasi ekstra hanyalah sebagai 
batu loncatan untuk menuju kusi KNPI yang didukung oleh pemerintah. 
Realitanya hanya organisasi mahasiswa pro pemerintahlah yang dapat 
jatah kursi di KNPI yang selanjutnya akan duduk di pemerintahan entah 
itu MPR/DPR. Sedangkan untuk organisasi-organisasi yang kritis tidak 
akan mendapatkan jatah di kursi kekuasaan. Artinya, antrian menuju kursi 
pemerintahan akan sangat mustahil kecuali jika mereka mempunyai 
strategi beda dari yang pada umumya. Anggota PMII pun melakukanya. 
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Sementara itu rivalnya yaitu HMI justru sedang bermesraan dengan 
pemerintahan Orde Baru dengan politik ijo royo-royo telah menghantarkan 
lebih dari 3000 alumninya menduduki kursi MPR RI.
95
 
Kepiawaian Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia dalam 
berkoalisi dengan Kelompok Cipayung telah kelihatan dampaknya yang 
sangat luar biasa. Pada akhirnya HMI juga turut terlibat penuh dalam 
seeetiap aksi kelompok Cipayung yang selalu sukses menggalan massa 
dalam jumlah sangat banyak dengan alur isu utama yang mampu diterima 
dikalangan mahasiswa yang berlatar belakang akademisi. Jika di 
bandingkan aksi pada awal bulan Januari yang diikuti massa yang 
berjumlah 30 orang, sedangkan aksi pada bulan mei membuat batasan 




Forum Komunikasi Mahasiswa se Jabotabek yang merupakan cikal 
bakal dari Forum Kota (FORKOT) didirikan pada tanggal 7 maret 
1998.Nama FORKOT mualai digunakan, muncul, dan dikenal luas pada 
21 Mei 1998. FORKOT menghimpun simpul-simpul mahasiswa dari 47 
perguruan tinggi di Jakarta, Bogor, Tanggerang, Bekasi.FORKOT 
bukanlah sebuah forum dalam fungsi dan arti yang normative.Organ ini 
belum mempunyai struktur kepemimpinan dan organisasi yang ketat. Pola 
kerjanya masih semacam front yang fungsi utamanya untuk pengerahan 
masa. 
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Gerakan Forum Kota (FORKOT) menganggap aksi mahasiswa 
yang dibangun sebagai masa penekan dalam proses menuju reformasi 
total.
97
 FORKOT mendefinisikan diri sebagai kelompok independen, 
bebas dari pengaruh kelompok-kelompok kepentingan tertentu. 
Radikalisme FORKOT digambarkan dengan mengatakan “Anda tidak bisa 
menumbangkan pohon besar rezim Orde Baru, hanya dengan memotong 
batang dan daun-daunya saja. Anda harus mencabut akar-akarnya juga”. 
Hal ini terceemin pada komitmen gerakan pada mereka yang tertindas atau 
termarginalisasi.Keberpihakan tersebut tertuang dalam Sumpah Rakyat 
Indonesia yang seringkali dibacakan oleh orator-orator aksi pada saat 
demonstrasi.Selain di kelompok Cipayung PMII Surabaya juga 
menggerakan massa untuk mengikuti aksi demonstrasi di Jakarta dan 




Perkembangan situasi negara Indonesia yang semakin tidak 
menentu menyebabkan Presiden Soeharto memperpendek kunjunganya di 
Kairo Mesir, yang awalnya pada tanggal 16 menjadi tanggal 15 Mei 1998. 
Pertemuan dengan para pembantaunya di kediaman presiden Soeharto 
membahas laporan kondisi terakhir di dalam negeri. 
Aksi mahasiswa akhirnya memutuskan untuk memasuki gedung 
DPR/MPR pada tanggal 17 Mei 1998. Kesokan harinya mahasiswa 
sejabotabek dan dari berbagai aliansi mahasiswa yang lainya ikut 
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bergabung di gedung tersebut. Aparat keamananpun tidak dapat 
menghentikan para mahasiswa dalam saat kondisi seperti ini. Reformasi 
atau mati adalah slogan-slogan yang mereka  gaungkan beserta 
menyanyikaan lagu-lagu patriotik. 
Pertemuan mahasiswa dengan pimpinan DPR yang mediskusikan 
untuk menetukan jadwal sidang umum Istimewa ditanggal 18 Mei 1998. 
Tanggal 19 Mei 1998 presiden bertemu dengan pimpinan senior muslim 
yang pada malam kemaren presiden Soeharto bertemu jiga dengan 
Nurcholis Majid dan mengumumkan rencana untuk membentuk komisi 
pembaharuan dan  kabinet baru. 
Pada akhir pemerintahanya, para pembantu-pembantunya 
meninggalkan presiden Soeharto. Para menterinya mengadakan pertemuan 
yang dipimpin oleh Ginandjar Kartasasmita untuk rapat serta menyusun 
pernyataan bahawa mereka menolak untuk bergabung dalam kabinet baru 
serta para mentri memutuskan untuk medesak presiden Soeharto untuk 
segera melepas jabatanya dari kursi kepresidenan. Sekitar pukul 20.00 
pernyataan tersebut disampaikan ke Candana, dan pernyataan ini 
mengguncang presiden Soehart. Pada pertrmuan di malam yang sama, 
jendral Wiranto mendapatkan nasehat dari kelompok ahli hukum dan 
politik untuk menyarankan presiden segera memindahkan jabatanya ke B.J 
Habibie menjadi presiden merupakan solusi terbaik dari masalah yang 
sedang terjadi di Indonesia. 
 


































Pada pagi pukul 09.00 WIB dalam tanggal 21 mei 1998, pidato 
kemunduran yang dibacakan oleh presiden Soeharto di Istana Merdeka 
terlaksanakan. Presiden Soeharto mengumumkan, sesuai Pasal 8 UUD 




D. PMII dan Tantangan Pasca Reformasi  
Telah. mengalami begitu banyak perubahan yang terjadi dalam 
tubuh organisasi. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ini selalu 
mengikuti perkembangan zaman hingga sekarang, beraga faktor yang 
mempengaruhi berubahnya organisasi ini. Secara. mutakhir pada abad ke – 
21 ini PMII memiliki peranan penting sebagai organisasi . pengkaderan, 
bukan semata-mata. menjadi oposisi atau. mengkritisi  pemerintah seperti 
pada era rezim orde lama dan orde baru. . 
PMII. bergerak dengan isu, bukan pembuat isu, jadi gerakannya 
dinilai sebagian pihak sebagai bentuk gerakan reaktif dan pengikutisu 
belaka yang tak mampu memberi sumbangsih kongkrit pada perubahan. 
PMII belum mampu mencandra teori dan konsep dari pelontar isu itu 
sendiri. Dengan demikian, plat form gerakan PMII tidak menjadi muncul 




PMII dianggap tidak mampu membumikan peran mahasiswa 
sebagai intelektual dan intelektual-teknokrat, yakni; pertama, PMII belum 
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mampu menjadi penerus kesadaran masyarakat luas akan problema yang 
ada dan menumbuhkan kesadaran kitis untuk menerima alternatif 
perubahan yang dikemukakan atau didukung oleh mahasiswa itu sendiri. 
Kedua, sebagai kekuatan kolektif terhadap penyimpangan yang terjadi di 
dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat dan pemerintahan, sehingga 
masyarakat berubah ke arah kemajuan.   
Meskipun demikian, sebenarnya posisi dan peran ini bisa dilihat 
dari arah yang berbeda, dimensi yang berbeda.detidak-tidaknya ada tiga 
dimensi; Pertama,kalau kita menggunakan kerangka dan masyarakat sipil, 
kita bisa bertanya misalnya: posisi dan peran PMII dalam konteks negara 
dan masyarakat sipil itu posisinya dimana dan pertanyaanya apa. Kedua, 
bisa dilihat dari sisi paradigma perubahan sosial. Ketiga, posisi dan peran 
PMII dalam gerakan 
101
 
PMII yang telah turut serta mengisi kehidupan berbangsa dan 
bernegara di Indonesia dan mengalami beragam transformasi seperti apa 
yang tertulis di atas, bukan berarti memudarkan atau bahkan meninggalkan 
akar rumput pergerakan yang identik dengan konteks ideologi dan 
idealisme, di PMII sendiri manhajul fikratau ideologi yang dipegang 
adalah ajaran Ahlussunah wal Jamaah
102
. Selebihnya mendapat 
penyesuaian-penyesuaian pola pikir sesuai dengan pola kajian yang 
dikembangkan, di mana PMII bukanlah organisasi ekslusif melainkan 
oragnisasi inklusif sehingga meskipun pola pemikiran yang dijadikan nilai 
                                                          
101
 Hidayat Rahman, MASYARAKAT INDONESIA abad XX (Jakarta, PB PMII 1996), 71. 
 
 


































dasar pergerakan yakni “Aswaja” tetapi organisasi ini senantiasa berusaha 
membuka diri untuk mutu ilmu yang lebih baik. Sebagai catatan saja 
bahawa masih banyak di wilayah manapun PMII masih menggunakan 
kajian dari pemikir barat hal itu secara tersirat mempengaruhi pola arah 
gerak organisasi ini. Dalam segi posotifnya kajian umum itu dapat 
menambah wawasan dan sebagai refrensi untuk bergerak organisasi ini, 
tapi di sisi lain kajian ini secara tidak sadar juga mendegradasi pola ajaran 
aswaja yang telah jadi pegangannya, hal ini sepatunya telah menjadi 
konsekuensi dengan apa yang telah mereka ambil sepatutnya kajian ini 
juga harus diimbangi dengan kajian aswaja sebagi filter atau penyeimbang. 
Dalam hari lahir PMII di Surabaya Aminudin Maruf sebagai Ketua 
PB PMII pada waktu itu mengatakan ”Garis perjuangan PMII jelas, 
Meyakini Islam Ahlussunnah Wal Jamaah, Pancasila, dan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga PMII siap menjadi benteng 




Sedangkan di Musyawarah Nasional PB PMII di Boyolali sahabat 
Imam Nahrawi berpesan ”ber PMII itu adalah cara kita menjadi pribadi-
pribadi muslim yang bertanggung jawab dalam kehidupan, ber PMII cara 
kita menjemput tugas besar untuk menyelamatkan ahlussunnah wal 
jamaah. Karena berPMII hari ini tantanganya luar bisa. Ayo kita jihad kita 
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berikan pengabdian untuk bangsa ini karena bangsa ini segera 
mendapatkan tantangan yang luarbisa dari paham baru dan isme baru”.
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Adapun video ceramah dari ketua Umum PB PMII 1989-1994 KH 
Ahmad Bagja ”sekarang kita bisa lihat yang menjadi sasaran untuk 
meruntuhkan NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mau 
dihancurkan itu NU dulu paham Nu dulu tradisi keagamaan Nu dulu 
keyakinan NU dulu sadar atau tidak sadar itu sedang terjadi, dan itu bukan 
kebetulan itu sebuah rekayasa dan niat jahat dari pihak-pihak tertentu yang 
ingin agar negara ini berubah seperti yang mereka inginkan dan adalah 
penghalan terbesar Naahdlatul Ulama makanya NU lah yang dihancurkan 
lebih dulu jadi saya melihat generasi pemuda NU harus berhati-hati karena 
yang menjadi sasaran ajaran mereka paham mereka pola pikir mereka itu 
adalah generasi mudaanda yang dikampus-kampus mahasiswa-mahasiswa 
itu sedang terjadi sekarang pemikiran-pemikiran seperti itu penetrasi 
seperti itu dan andalah yang seharusnya menjadi benteng itu ” 
Jadi kalau ditarik garis besar dari pesan-pesam yang  mereka 
katakan bahwa tantangan-tangtanga PMII Surabaya setelah reformasi 
adalah selagi kita sebagai warga perrgerakan selain memantau dan 
mengawasi pemerintah agar tidak keluar dari amanat mereka sebaga wakil 
rakyat, kita juga sebagai anak dari organisasi Nahdlatul Ulama yang sama-
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sama berlandaskan Aswaja dan Pancasila harus mengawasi dan memantau 
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A. iKesimpulan l 
iDari hasil penelitian di atas, maka dengan penelitian skripsi ini 
penulis dapat disimpulkan sebagai berikat :  
1. Pergerakani Mahasiswai Islam Indonesia i Cabang Surabaya lahir pada 
tahuni 1960. Pelopor  yang mendirikan PMIIi Cabang Surabaya berasal 
dari 3 kampus besar di Surabaya. Kampus promotor adanya PMII di 
Surabaya adalah dari 3 kampus. Yaitu Universitas Airlangga (UNAIR), 
Institut Teknologi Sepuluh November (ITS), dan Institut Agama Islam 
Negeri Sunan Ampel yang berubah menjadi Universitas Islam Negeri 
Sunan Ampel Surabaya (UIN). Tujuan didirikanya PMII ini adalah 
membentuk pribadi musllim Indonesia yang bertaqwa kepada Allah 
SWT, berbudi luhur, berilmu, cakap dan bertanggung jawab dalam 
mengamalkan ilmunya serta komitmen memperjuangkan cita-cita 
kemerdekaan Indonesia. Pada masa-masa awal terbentuknya PMII 
mereka secara isentif masih melakukan konsolidasi-konsolidasi ke dalam 
untuk pembenahan dan pengembangan organisasi. Pada tahun 1995 
PMII Cabang Surabaya banyak mengalami perkembangan jadi 8 
komisariat. Pada masa-masa reformasi PMII Cabang Surabaya banyak 
melakukan gerakan sebagai bentuk reaksi dari peristiwa-peristiwa yang 
sedang terjadi antara lain FORMASA, FKMS, ASPR, dan APR. 
 


































2. Kondisi soial masyarakat Indonesia pada masa orde baru. Dinamika 
politik pada saat itu sangat terasa dari pelengseran Soeharto terhadap 
Presiden Soekarna melalui SUPER SEMAR. Sedangkan pada saat 
Soeharto menjabat sebagai Presiden, Soeharto melakukan banyak 
perubahan dalam memerintah dari menyederhanakan partai-partai politik 
yang dikarenakan pengalaman traumatis atas kegagalan partai politik era 
Demokrasi Parlementer. Penyerdehanaan partai menjadi 3 partai yaitu 
PPP sebagai perwakilan partai Islam, PDI sebagai perwakilan partai 
Nasionalis, GOLKAR sebagai perwakilan partai umum. Selain itu 
Presiden Soeharto juga melakukan penerepan asas tunggal sebagai 
bentuk berhasilnya merealisasikan P4. Ada dua alasan yang mendorong 
pemerintah memberlakukan asas tunggal Pancasila yang pertama yaitu, 
pemerintah tampaknya belajar dari pengalaman kampanye pemilu 
sebelumnya dimana terjadi pertarungan fisik (yang sering berakibat 
fatal). Kedua, secara idiologis Pancasila akan menepati posisi yang lebih 
kuat dalam kehidupanya sosial dan nasional bangsa Indonesia. 
Sedangkan dalam bidang ekonomi Presiden Soeharto banyak melakukan 
pebangunan besar-besaran dari Repelita 1-5. Banyak perkembangan 
yang terjadi di Indonesia dari sektor pertanian, industri, pertambangan, 
dan infrastruktur yang lainya. 
3. Dalam masa akhir rezim Orde Baru banyak peristiwa yang menyebabkan 
itu terjadi yaitu krisis moneter dan krisis politik yang terjadi di 
Indonesia. Sedangkan di dalam kepengurusan PMII Cabang Surabaya 
 


































mengalami perkembangan yang pesat dari 3 Komisariat menjadi 8 dalam 
kepemimpinan Kharisudin pada tahun 1995. Sedangkan dalam akhir-
akhir masa Presiden Soeharto PMII Cabang Surabaya melakukan banyak 
respon dari peristiwa-peristiwa yang terjadi. Dengan adanya isu-isu 
nasional yang sudah banyak tersebar, PMII Cabang Surabaya di kota 
sendiri dan ke pusat Ibu Kota. Di kota sendiri PMII Cabang Surabaya 
membuat organisasi masa seperti Forum Komunikasi Mahasiwa 
Surabaya (FKMS), Arek-arek Pro Reformasi (APR), Arek Suroboyo Pro 
Reformasi (ASPR). Sedangkan dalam pergerakan Nasional PMII 




iSetelah imelakukan .penelitian imengenai Sejarah. dan Peran Organisasi 
Pergerakani Mahasiswa iIslam Indonesia i(PMII) iCabang Surabaya dalam 
menghadapi dinamika politik nasional 1990-1998, sebagaii. Akhir ii  dari 
penulisan i skripsi ini, penulis i ngin menyampaikan isaran sebagaimana 
berikut: i
1. iPenulis menyarankan, ikhususnya kepada iMahasiswa Sejarah Peradaban 
Islam i Fakultas Adab dani Humaniora untuk melakukan penelitian ilebih 
lanjut terkait iorganisasi ekstra mahasiswa yang lainya di l Indonesia, bukani 
hanya ii PMII iCabang Surabaya saja, akan i tetapi ijuga di daerah dan itempat 
yang ilain. 
 


































2. iPenulisi menyarankan, ikepada sahabat-sahabat Pergerakani Mahasiswa 
Islam i Indonesia i(PMII) untuk itetap iselalu berfikir dan kritis dengan apa 
yang terjadi di sekitarnya, melakukan habluminallah dan habluminanas, 
dan bertanggungi jawab dalami mengamalkan i lmunya serta ikomitmen 
memperjuangkan i cita-cita kemerdekaan i Indonesia. 
3. Penulisi menyatakan kepada imasyarakati umum, supaya 1tidak Iselalu 
menganggap iorganisasi Prgerakan Mahasiswa i Islam Indonesiai (PMII) 
sebagaii organisasi iyang hanya melakukan demonstrasi dan ilain 
sebagainya. IAkan tetapi, organisasi PMIII ini juga menyebarkan kultur  
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